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ABSTRAK 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menetapkan peraturan tentang cipta kerja, memberikan perlindungan 

hukum bagi Pekerja/Buruh wanita hamil dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada perlindungan yang 

diberikan kepada Pekerja/Buruh wanita hamil dan bagaimana perlindungan ini diterapkan dalam praktik. Tujuan 

dari penelitian ini ialah untuk mempelajari secara menyeluruh berbagai bentuk perlindungan hukum bagi 

Pekerja/Buruh wanita hamil, dan untuk menemukan kendala dan hambatan yang terkait dengan pelaksanaannya. 

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif melalui analisa perundang-undangan dan analisis 

konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Nomor 6 Tahun 2023 memberikan beberapa 

perlindungan, seperti pemberian cuti, pemberian jaminan terhadap upah, larangan pemutusan hubungan kerja 

(PHK) namun masalah besar masih tetap ada. Salah satu hambatan utama bagi wanita yang bekerja di tempat kerja 

adalah adanya aturan yang tumpang tindih tentang hak-hak hukum yang sama-sama membahas tentang 

perlindungan ini, adanya celah hukum yang dapat merugikan pekerja/buruh wanita hamil, kekurangan pengawasan 

terhadap peraturan, dan stigma dan diskriminasi di tempat kerja. Oleh karena itu, pemerintah, perusahaan, dan 

masyarakat harus bekerja sama untuk memberikan kejelasan hukum, meningkatkan dan memberikan pemahaman 

serta membuat lingkungan kerja yang mendukung. Dengan mengatasi masalah ini, diharapkan perlindungan 

hukum bagi Pekerja/Buruh wanita hamil akan lebih efisien, menjaga kesehatan ibu dan anak, dan mewujudkan 

keadilan di tempat kerja sesuai dengan amanat undang-undang. 

Kata Kunci: Undang-Undang, No. 6 Tahun 2023, Pekerja/Buruh, Wanita Hamil, Perlindungan Hukum 

 

PENDAHULUAN 

Pelrlindungan hukum bagi Pelkelrja wanita, telrutama yang seldang hamil adalah isu 

fundamelntal dalam kontelks keltelnagakelrjaan di Indonelsia. Dalam masyarakat modelrn yang 

selmakin melnyadari pelntingnya kelseltaraan gelndelr dan hak asasi manusia, isu pelrlindungan bagi 

Pelkelrja wanita hamil melnjadi salah satu fokus utama. . Dalam kontelks inilah, pelrlindungan 

hukum yang melmadai melnjadi sangat pelnting untuk melmastikan bahwa Pelkelrja wanita hamil 

tidak hanya melndapatkan hak-hak melrelka, teltapi juga dapat belkelrja dalam lingkungan yang 

aman dan melndukung. Pelkelrja wanita yang seldang hamil selringkali dihadapkan pada belrbagai 

tantangan di telmpat kelrja, Tantimin, T., & Sinukaban, El. (2021). Dalam banyak kasus, melrelka 

dapat melngalami pelrlakuan diskriminatif, selpelrti pelngurangan jam kelrja, pelmutusan hubungan 

kelrja, atau bahkan tidak melndapatkan aksels telrhadap fasilitas kelselhatan yang layak. Keljadian-

keljadian ini melnunjukkan bahwa melskipun hukum sudah ada, implelmelntasi di lapangan selring 

kali tidak seljalan delngan apa yang diharapkan. Olelh karelna itu, pelnting untuk melmiliki 

kelrangka hukum yang kuat yang tidak hanya melmbelrikan pelrlindungan, teltapi juga 

melnelgakkan hak-hak telrselbut dalam praktik selhari-hari. Seliring delngan pelrkelmbangan zaman 

dan pelningkatan kelsadaran akan hak-hak Pelkelrja, telrutama hak-hak Pelkelrja wanita, ada 

kelbutuhan melndelsak untuk pelngaturan yang lelbih jellas dan telgas dalam undang-undang, Putri, 

C. P. (2020). 

Pelmelrintah Indonelsia tellah melngambil langkah signifikan delngan melngelluarkan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telntang Pelneltapan Pelraturan Pelmelrintah Pelngganti 

Undang- Undang (Pelrppu) Nomor 2 Tahun 2022 telntang Cipta Kelrja. Undang-undang ini 
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melnjadi instrumeln hukum yang sangat pelnting, karelna melneltapkan belrbagai keltelntuan yang 

melnjamin pelrlindungan bagi Pelkelrja wanita hamil. Dalam undang-undang ini pelkelrja atau 

yang sellanjutnya juga dapat diselbut delngan istilah Buruh adalah orang yang belkelrja untuk 

orang lain delngan melndapat upah, Salah satu aspelk paling pelnting dari Undang- Undang ini 

adalah pelngaturan melngelnai hak atas cuti mellahirkan. Cuti mellahirkan yang layak melnjadi hak 

dasar bagi Pelkelrja/Buruh wanita, melmbelrikan melrelka waktu untuk pulih seltellah mellahirkan 

dan melnyelsuaikan diri delngan tanggung jawab baru selbagai ibu. Sellain itu, undang-undang ini 

juga melngatur melngelnai upah sellama cuti, yang melmastikan bahwa Pelkelrja/Buruh wanita tidak 

kelhilangan pelndapatan sellama masa-masa pelnting inim Muslim, B. (2020)]. 

Keltelntuan ini sangat krusial dalam melnciptakan lingkungan kelrja yang melndukung 

kelseljahtelraan Pelkelrja/Buruh wanita hamil selrta kellarganya melngingat Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2023 ini melrupakan langkah pelnting untuk mellindungi Pelkelrja/Buruh wanita dari 

tindakan diskriminatif yang selring telrjadi di telmpat kelrja. Melskipun diakui bahwa dunia kelrja 

saat ini selmakin kompeltitif , pelrlindungan telrhadap hak-hak Pelkelrja/Buruh wanita hamil harus 

teltap melnjadi prioritas. Mellindungi hak-hak ini tidak hanya melmbantu individu, teltapi juga 

belrkontribusi pada pelmbangunan masyarakat yang lelbih adil dan seljahtelra. Kelhadiran undang-

undang ini selbagai belntuk komitmeln pelmelrintah untuk melnciptakan lingkungan kelrja yang 

lelbih inklusif dan belrkeladilan. Namun, pelnting untuk dicatat bahwa pelngaturan yang baik 

dalam undang-undang saja tidak cukup. Pelnjabaran atas pelraturan, Implelmelntasi yang elfelktif 

selrta kelsadaran dari selmua pihak, telrmasuk pelngusaha, Pelkelrja/Buruh, dan pelmelrintah, sangat 

pelnting untuk melncapai tujuan pelrlindungan ini. Olelh karelna itu, pelrlu ada kolaborasi yang elrat 

antara selmua pihak untuk melmastikan bahwa hak-hak Pelkelrja/Buruh wanita hamil belnar- belnar 

diakui dan dilindungi di lapangan. Tantangan lain yang pelrlu dihadapi adalah minimnya 

pelngeltahuan dan pelmahaman di kalangan Pelkelrja/Buruh melngelnai hak-hak yang melrelka 

miliki. Banyak Pelkelrja/Buruh wanita hamil yang tidak melnyadari bahwa melrelka melmiliki hak 

atas cuti mellahirkan, upah sellama cuti, dan pelrlindungan dari pelmutusan hubunga (PHK). Hal 

ini melnunjukkan pelrlunya upaya lelbih lanjut dalam sosialisasi undang-undang kelpada 

masyarakat, agar seltiap Pelkelrja/Buruh wanita hamil dapat melmahami hak-hak melrelka dan 

melngambil tindakan yang dipelrlukan untuk mellindungi diri melrelka, Triyani, R., (2021). 

Delngan melningkatnya jumlah Pelkelrja/Buruh wanita dalam angkatan kelrja, pelran melrelka 

dalam pelrelkonomian selmakin signifikan. Olelh karelna itu, pelrlindungan bagi Pelkelrja/Buruh 

wanita hamil tidak hanya melmbelrikan manfaat bagi individu, teltapi juga belrdampak positif 

pada produktivitas dan kelseljahtelraan masyarakat selcara kelselluruhan. Keltika Pelkelrja/Buruh 

wanita melrasa aman dan dilindungi, melrelka akan lelbih telrmotivasi untuk belrkontribusi selcara 

maksimal di telmpat kelrja. Sellain itu, pelrlindungan hukum bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil 

juga melnjadi bagian dari upaya untuk melncapai tujuan pelmbangunan belrkellanjutan, telrutama 

dalam kontelks kelseltaraan gelndelr. Dalam banyak studi, tellah dibuktikan bahwa pelningkatan 

kelseljahtelraan Pelkelrja/Buruh wanita belrkontribusi pada pelngelmbangan sosial dan elkonomi 

yang lelbih luas. Olelh karelna itu, melnginvelstasikan dalam pelrlindungan hukum bagi 

Pelkelrja/Buruh wanita hamil bukan hanya melrupakan kelwajiban moral, teltapi juga stratelgi 

celrdas untuk melnciptakan masa delpan yang lelbih baik. Keltidakpastian hukum yang selring 

dihadapi olelh Pelkelrja/Buruh wanita, telrutama yang seldang hamil, melnciptakan suasana kelrja 

yang tidak nyaman dan dapat belrdampak nelgatif pada kelselhatan melntal dan fisik melrelka. Olelh 

karelna itu, pelmahaman yang jellas telntang hak-hak yang dimiliki Pelkelrja/Buruh wanita hamil 

sangat pelnting untuk melningkatkan rasa pelrcaya diri dan kelamanan dalam melnjalani aktivitas 

kelrja. Dalam praktiknya, melskipun undang-undang tellah melmbelrikan keltelntuan yang jellas, 

implelmelntasi di lapangan selring kali melnelmui belrbagai tantangan. Diskriminasi yang belrbasis 

pada kelhamilan masih selring telrjadi, dan banyak Pelkelrja/Buruh wanita yang tidak melnyadari 

hak-hak melrelka, Rosifany, O. (2020). 
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Hal ini melnunjukkan bahwa adanya relgulasi saja tidak cukup; dipelrlukan juga upaya 

untuk melnsosialisasikan dan melnelgakkan keltelntuan yang ada. Sellain itu, dalam dunia kelrja 

yang selmakin kompeltitif, pelrusahaan selring kali lelbih melmilih untuk melmprioritaskan 

produktivitas dibandingkan delngan kelseljahtelraan Pelkelrja/Buruh, khususnya bagi 

Pelkelrja/Buruh wanita yang seldang hamil. Olelh karelna itu, pelnting untuk melnganalisis dan 

melngkaji lelbih dalam bagaimana undang-undang ini dapat dilaksanakan selcara elfelktif. 

Pelnelgakan hukum yang telgas dan disiplin yang konsisteln dari pihak belrwelnang sangat pelnting 

untuk melmastikan bahwa seltiap Pelkelrja/Buruh wanita hamil melndapatkan pelrlindungan yang 

melrelka butuhkan dan belrhak telrima. Pelkelrja/Buruh wanita hamil tidak hanya belrhak atas cuti 

mellahirkan, teltapi juga harus dilindungi dari risiko pelmutusan hubungan kelrja yang dapat 

melrugikan melrelka dan kelluarga melrelka. Olelh karelna itu, pelnting untuk melmahami bahwa 

pelrlindungan hukum ini tidak hanya belrsifat individu teltapi juga kolelktif, yang belrdampak pada 

masyarakat selcara kelselluruhan. Delngan melmbelrikan pelrlindungan yang telpat kelpada 

Pelkelrja/Buruh wanita hamil, kita tidak hanya mellindungi hak-hak individu teltapi juga 

melnciptakan lingkungan kelrja yang lelbih selhat dan produktif. Lelbih jauh lagi, keltelntuan yang 

telrdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 diharapkan dapat melmbelrikan jaminan 

bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil dalam melnghadapi tantangan yang muncul sellama masa 

kelhamilan, Insan, A. S. F., (2024). 

Melskipun hak matelrnitas tellah diatur selcara elksplisit dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 

telntang Cipta Kelrja, implelmelntasinya di lapangan selringkali melnghadapi kelndala. Salah satu 

aspelk pelnting yang diatur dalam undang-undang ini adalah hak Pelkelrja/Buruh pelrelmpuan 

untuk melndapatkan cuti hamil sellama 3 bulan, yang telrbagi melnjadi 1,5 bulan selbellum dan 1,5 

bulan seltellah mellahirkan. Sellain itu, dalam kasus kelguguran, Pelkelrja/Buruh pelrelmpuan juga 

belrhak melndapatkan cuti sellama 1,5 bulan. Dalam kontelks ini, suami juga belrhak atas cuti 

pelndampingan sellama 2 hari delngan upah pelnuh. 

Pelrmasalahan normatif muncul keltika relgulasi yang ada bellum selpelnuhnya 

diimplelmelntasikan delngan baik. Dalam belbelrapa kasus, telrdapat keltidakjellasan telrkait hak-hak 

Pelkelrja/Buruh pelrelmpuan yang seldang hamil, dalam hal pelmbelrian cuti, pelmbelrian upah 

sellama masa cuti hingga dalam hal larangan pelmutusan hubungan kelrja (PHK) . Hal ini 

melnciptakan keltidakpastian hukum bagi Pelkelrja/Buruh pelrelmpuan dan pelmbelri kelrja, selhingga 

hak-hak Pelkelrja/Buruh selring kali telrabaikan. Adanya pelrbeldaan informasi yang ada di 

masyarakat telrkait pelmbelrian cuti ini, telntunya dikhawatirkan akan melmbelrikan dampak yang 

rancu antara pelkelrja/Buruh delngan pelmbelri kelrja, Dari pelrspelktif filosofis, pelmbelrian cuti 

selbellum dan seltellah mellahirkan melrupakan belntuk pelngakuan telrhadap pelntingnya 

kelseljahtelraan ibu dan anak, selrta selbagai upaya untuk mellindungi hak asasi Pelkelrja/Buruh 

pelrelmpuan. Selcara sosiologis, pelrlindungan telrhadap hak-hak yang belrhak dipelrolelh 

pelkelrja/buruh ini belrtujuan untuk melndukung stabilitas sosial delngan melmastikan bahwa 

Pelkelrja/Buruh pelrelmpuan melmiliki waktu yang cukup untuk melmpelrsiapkan kellahiran dan 

pelmulihan kelselhatan, fisik hingga melntal pelkelrja/buruh wanita seltellah mellahirkan tanpa 

kelhilangan hak-hak elkonomi melrelka. Di sisi yuridis, undang-undang ini diharuskan 

melmbelrikan landasan hukum yang kuat bagi pelrlindungan Pelkelrja/Buruh pelrelmpuan, namun 

pelrlu dielvaluasi apakah keltelntuan ini belnar-belnar layak dan patut dilaksanakan di lapangan. 

Telrkait delngan upah, relgulasi ini melnelgaskan bahwa Pelkelrja/Buruh pelrelmpuan belrhak 

melndapatkan upah pelnuh sellama melnjalani cuti hamil dan cuti pasca mellahirkan. Hal ini 

pelnting untuk melnjamin kelseljahtelraan elkonomi melrelka sellama masa-masa krusial telrselbut, 

selkaligus melncelgah diskriminasi dalam pelmbayaran upah bagi Pelkelrja/Buruh pelrelmpuan yang 

seldang melnjalani masa cuti, Widyasputri, M., (2024). 

Mellalui undang-undang ini, pelmelrintah belrkomitmeln untuk melnciptakan kelrangka kelrja 

yang melndukung kelseljahtelraan Pelkelrja/Buruh wanita hamil, baik dari sisi kelselhatan, 

kelsellamatan kelrja, maupun aspelk sosial. Selbagai bagian dari komitmeln telrselbut, dipelrlukan 
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juga kelrjasama antara pelmelrintah, pelngusaha, dan masyarakat untuk melnciptakan kelsadaran 

dan pelmahaman melngelnai pelntingnya pelrlindungan hukum bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil. 

Di elra modelrn ini, di mana kelseltaraan gelndelr selmakin diangkat selbagai isu pelnting, 

pelrlindungan bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil melnjadi salah satu indikator kelmajuan dalam 

dunia kelrja. Seltiap Pelkelrja/Buruh, tanpa melmandang jelnis kellamin, belrhak melndapatkan 

pelrlindungan yang sama di telmpat kelrja. Hal ini bukan hanya melngelnai kelpatuhan telrhadap 

undang- undang, teltapi juga telntang melnciptakan lingkungan yang saling melnghormati dan 

melndukung, di mana Pelkelrja/Buruh wanita dapat melrasa aman dan nyaman untuk melnjalani 

pelran melrelka baik selbagai Pelkelrja/Buruh maupun selbagai ibu. Mellalui pelmbahasan ini, kita 

akan melnggali lelbih dalam melngelnai keltelntuan-keltelntuan yang ada dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023, selrta tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam 

implelmelntasinya. Delngan melmahami kontelks hukum dan sosial yang lelbih luas, kita 

diharapkan dapat melnyusun relkomelndasi yang dapat melmpelrkuat pelrlindungan hukum bagi 

Pelkelrja/Buruh wanita hamil di Indonelsia. Seliring delngan belrjalannya waktu, pelnting bagi kita 

untuk telrus melngelvaluasi dan melmpelrbaiki kelbijakan yang ada agar selsuai delngan kelbutuhan 

Pelkelrja/Buruh di lapangan dan melndorong telrciptanya lingkungan kelrja yang lelbih adil dan 

belrkellanjutan. Delngan delmikian, pelmbahasan ini diharapkan dapat melmbelrikan wawasan yang 

melndalam melngelnai pelrlindungan hukum bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023, selrta melmbelrikan kontribusi bagi pelngelmbangan kelbijakan 

yang lelbih baik di masa delpan, Widyasputri, M., (2024). 

Undang-Undang telntang Cipta Kelrja telrtama dalam bab keltelnagakelrjaan selharusnya 

melmbelrikan aturan yang lelbih spelsifik bagi Pelkelrja/Buruh wanita khususnya pada 

Pelkelrja/Buruh wanita hamil, agar dapat melmbelrikan pelrlindungan yang elfelktif bagi 

Pelkelrja/Buruh wanita hamil di Indonelsia. Belrdasarkan uraian diatas pelnulis telrtarik untuk 

melnelliti lelbih lanjut melngelnai pelrlindungan hukum telrhadap wanita hamil delngan judul 

"TINJAUAN HUKUM PElRLINDUNGAN BAGI PElKElRJA WANITA HAMIL DALAM 

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TElNTANG PElNElTAPAN PElRATURAN 

PElMElRINTAH PElNGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TElNTANG 

CIPTA KElRJA MElNJADI UNDANG-UNDANG” 

 

METODE  

Jelnis pelnellitian ini melrupakan pelnellitian yuridis normatif, di mana pelrmasalahan hukum 

disellelsaikan delngan melnggunakan norma-norma yang diatur dalam pelrundang-undangan yang 

belrlaku. Tujuan dari pelnellitian ini adalah untuk melndapatkan kelsimpulan telrkait pelrmasalahan 

hukum yang belrhubungan delngan kelpastian hukum. Pelnellitian ini melngkaji masalah telrkait 

pellaksanaan hukum dalam pelraturan telntang keltelnagakelrjaan pada Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 Telntang Pelneltapan Pelraturan Pelmelrintah Pelngganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 Telntang Cipta Kelrja Melnjadi Undang-Undang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Hasil Penelitian 

Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pekerja/Buruh Wanita Hamil. 

Pelrlindungan hukum bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil adalah suatu aspelk pelnting yang 

tidak hanya melncelrminkan komitmeln nelgara telrhadap keladilan gelndelr, teltapi juga 

belrkontribusi pada kelseljahtelraan masyarakat selcara kelselluruhan. Pelkelrja/Buruh wanita hamil 

selring kali melnghadapi risiko kelselhatan yang dapat melmpelngaruhi tidak hanya diri melrelka 

selndiri, teltapi juga janin yang melrelka kandung. Olelh karelna itu, pelnting bagi hukum untuk 

melmbelrikan jaminan yang kuat guna mellindungi hak-hak melrelka dalam lingkungan kelrja. 

Delngan adanya pelrlindungan hukum yang melmadai, diharapkan Pelkelrja/Buruh wanita hamil 
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dapat melnjalani masa kelhamilan delngan aman tanpa khawatir akan kelhilangan 

Pelkelrja/Buruhan atau diskriminasi. 

Latar bellakang pelngaturan pelrlindungan bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 belrakar dari kelbutuhan melndelsak untuk melmpelrbaiki 

kondisi kelrja yang selringkali tidak ramah bagi pelrelmpuan yang seldang hamil. Undang- undang 

ini dirancang untuk melngatur dan melnjamin hak-hak Pelkelrja/Buruh wanita, hak-hak yang 

diatur dalam undang-undang ini diantaranya pelmbelrian cuti delngan telnggang waktu sellama 3 

(tiga) bulan yang telrbagi melnjadi 1,5 (satu seltelngah) bulan selbellum dan 1,5 (satu seltelngah) 

bulan seltellah mellahirkan, pelrlindungan telrhadap cutinya melliputi melndapakan gaji utuh yang 

harus dibayarkan olelh pelmbelri kelrja telrmasuk hak untuk tidak diputus hubungan kelrjanya 

(PHK) hanya karelna alasan kelhamilan selbagaimana yg diselbutkan dalam pasal 153 ayat (1) 

huruf el Undang-undang nomor 6 tahun 2023. Pelngaturan ini melnjadi langkah stratelgis dalam 

melnciptakan lingkungan kelrja yang lelbih inklusif dan melndukung, seljalan delngan komitmeln 

global untuk melncapai kelseltaraan gelndelr. Tujuan pelmbahasan ini adalah untuk melngkaji lelbih 

dalam melngelnai pelrlindungan hukum yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2023, 

melnganalisis tantangan dan hambatan dalam implelmelntasinya, selrta melngelvaluasi dampak 

dari kelbijakan telrselbut telrhadap kelseljahtelraan Pelkelrja/Buruh wanita hamil. Delngan 

pelmahaman yang lelbih baik melngelnai aspelk-aspelk ini, diharapkan dapat telrcipta relkomelndasi 

untuk pelrbaikan kelbijakan dan praktik di lapangan 

Pelrlindungan hukum bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil melrupakan isu krusial yang 

belrhubungan delngan kelseljahtelraan ibu dan anak selrta pelncapaian kelseltaraan gelndelr dalam 

dunia kelrja. Di Indonelsia, keltelntuan hukum yang melngatur pelrlindungan ini juga dapat 

ditelmukan dalam belbelrapa pelraturan pelrundang-undangan. selpelrti halnya dalam Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2024 telntang Kelseljahtelraan Ibu dan Anak pada Fasel Selribu Hari 

Pelrtama Kelhidupan juga melngatur telntang pelmbelrian cuti kelpada ibu hamil baik yang belkelrja 

maupun yang tidak. Salah satu belntuk pelrlindungan hukum yang paling fundamelntal bagi 

Pelkelrja/Buruh wanita hamil adalah hak atas cuti mellahirkan dalam Undang- Undang Nomor 4 

Tahun 2024 ini melnelgaskan bahwa Pelkelrja/Buruh wanita hamil belrhak melndapatkan cuti 

mellahirkan sellama 6 (elnam) bulan yang telrbagi melnjadi 3 (tiga) bulan pelrtama, dan 3 (tiga) 

bulan belrikutnya jika telrdapat kondisi khusus yang dibuktikan delngan surat keltelrangan doktelr. 

Kelbijakan ini tidak hanya melmbelrikan kelselmpatan kelpada ibu untuk pulih pasca- pelrsalinan, 

teltapi juga melmungkinkan melrelka untuk melrawat dan melnyusui bayi melrelka delngan baik selrta 

waktu istirahat 1,5 (satu seltelngah) bulan atau selsuai delngan surat keltelrangan doktelr, doktelr 

kelbidanan dan kandungan, atau bidan jika melngalami kelguguran. Dari pelrspelktif telori 

pelrlindungan hukum, cuti mellahirkan melrupakan salah satu upaya untuk mellindungi hak-hak 

Pelkelrja/Buruh wanita. 

Telori ini melnelkankan pelntingnya kelhadiran relgulasi yang jellas untuk mellindungi 

individu dalam melnghadapi potelnsi pelnyalahgunaan kelkuasaan olelh pihak yang lelbih kuat, 

selpelrti pelrusahaan. Delngan adanya keltelntuan cuti mellahirkan, Pelkelrja/Buruh wanita dapat 

melrasa aman dan telrlindungi dari kelmungkinan pelmutusan hubungan kelrja (PHK) atau 

tindakan diskriminatif lainnya yang dapat melngancam posisi melrelka di telmpat kelrja. Sellain hak 

atas cuti mellahirkan, larangan PHK bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil juga melrupakan belntuk 

pelrlindungan yang sangat pelnting. Pasal 153 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

melnyelbutkan bahwa Pelkelrja/Buruh wanita yang seldang hamil tidak dapat di-PHK delngan 

alasan hamil, mellahirkan, gugur kandungan, atau melnyusui bayinya. Larangan ini belrtujuan 

untuk melncelgah diskriminasi dan melnjaga kelamanan Pelkelrja/Buruh bagi ibu yang seldang 

hamil. Dalam kontelks telori keladilan, larangan PHK melnunjukkan komitmeln untuk melncapai 

kelseltaraan di telmpat kelrja. Diskriminasi telrhadap Pelkelrja/Buruh wanita hamil selring kali 

belrakar pada stelrelotip nelgatif yang melnganggap melrelka kurang produktif. 
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Delngan adanya larangan ini, hukum belrupaya melmbelrikan keladilan bagi Pelkelrja/Buruh 

wanita hamil dan melmastikan bahwa melrelka melmiliki hak yang sama untuk belkelrja dan 

belrkontribusi di telmpat kelrja tanpa melrasa telrtelkan olelh status kelhamilan melrelka. Namun 

keladilan di sini tidak hanya dilihat dari selgi pelrlakuan yang adil, teltapi juga dalam upaya 

melnghapus stigma yang mellelkat pada Pelkelrja/Buruh wanita hamil. Pelrlindungan kelselhatan 

dan kelsellamatan kelrja (K3) juga melnjadi salah satu aspelk pelnting dalam pelrlindungan hukum 

bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil. Undang-Undang Keltelnagakelrjaan melngatur bahwa 

pelrusahaan wajib melnyeldiakan lingkungan kelrja yang aman dan selhat, selrta melmpelrhatikan 

kondisi khusus Pelkelrja/Buruh wanita hamil. Ini telrmasuk pelnghindaran telrhadap 

Pelkelrja/Buruhan yang belrpotelnsi belrbahaya bagi kelselhatan ibu dan bayi. Dari pelrspelktif telori 

kelpastian hukum, relgulasi telntang K3 melmbelrikan jaminan bahwa Pelkelrja/Buruh wanita hamil 

akan melndapatkan pelrlindungan yang melmadai di telmpat kelrja. Kelpastian ini sangat pelnting 

agar Pelkelrja/Buruh tidak melrasa telrtelkan atau ragu untuk melnjalani kelhamilan melrelka sambil 

teltap belkelrja. Sellain itu, delngan adanya keltelntuan yang jellas melngelnai K3, pelrusahaan 

diharapkan dapat lelbih belrtanggung jawab dalam melnjaga kelsellamatan dan kelselhatan 

Pelkelrja/Buruh, yang pada gilirannya dapat melncelgah potelnsi konflik hukum di masa delpan. 

Pelrlindungan hukum lainnya yang tidak kalah pelnting adalah hak atas waktu istirahat. 

Pelkelrja/Buruh wanita hamil belrhak melndapatkan waktu istirahat yang cukup, telrutama untuk 

melnjalani pelmelriksaan kelselhatan dan melmpelrsiapkan pelrsalinan. Undang-Undang 

Keltelnagakelrjaan juga melnyatakan bahwa pelrusahaan harus melmbelrikan waktu istirahat yang 

cukup untuk Pelkelrja/Buruh wanita hamil, yang harus dipelrhitungkan dalam jam kelrja melrelka. 

Dari sudut pandang telori pelrlindungan hukum, hak atas waktu istirahat melmbelrikan 

pelrlindungan yang elselnsial bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil untuk melnjaga kelselhatan fisik 

dan melntal melrelka. Hal ini seljalan delngan upaya untuk melnciptakan kondisi kelrja yang 

melndukung, di mana Pelkelrja/Buruh melrasa dipelrhatikan dan dipelrlakukan delngan adil. Sellain 

itu, waktu istirahat yang cukup juga belrdampak positif pada produktivitas kelrja, karelna 

Pelkelrja/Buruh yang selhat dan bahagia akan lelbih mampu melmbelrikan kontribusi maksimal. 

Telrakhir, pelrlindungan telrhadap diskriminasi melrupakan aspelk yang sangat krusial dalam 

kontelks pelrlindungan hukum bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil. Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2024 melnelkankan pelntingnya pelrlindungan dari selgala belntuk 

diskriminasi dan kelkelrasan. Hal ini belrarti bahwa pelrusahaan harus melngeldukasi selluruh 

karyawan melngelnai hak-hak Pelkelrja/Buruh wanita hamil dan melngimplelmelntasikan kelbijakan 

yang telgas untuk melncelgah tindakan diskriminatif. Dari pelrspelktif telori keladilan, pelrlindungan 

telrhadap diskriminasi melnunjukkan komitmeln untuk melnciptakan lingkungan kelrja yang adil 

dan seltara. Keltika Pelkelrja/Buruh wanita hamil dilindungi dari diskriminasi, melrelka dapat 

melrasa lelbih aman dalam melnjalani kelhamilan dan belrkontribusi selcara aktif di telmpat kelrja. 

Upaya untuk melndorong kelsadaran dan pelmahaman di kalangan relkan kelrja dan manajelmeln 

telntang hak-hak Pelkelrja/Buruh wanita hamil sangat pelnting untuk melnciptakan budaya kelrja 

yang inklusif dan melndukung. Belntuk pelrlindungan hukum yang dibelrikan kelpada 

Pelkelrja/Buruh wanita hamil di Indonelsia, selpelrti hak atas cuti mellahirkan, larangan PHK, 

pelrlindungan kelselhatan dan kelsellamatan kelrja, hak atas waktu istirahat, selrta pelrlindungan 

telrhadap diskriminasi, melrupakan langkah pelnting dalam melnjamin kelseljahtelraan ibu dan anak 

selrta melndukung kelseltaraan gelndelr dalam dunia kelrja. 

Mellalui pelnelrapan telori pelrlindungan hukum, telori keladilan, dan telori kelpastian hukum, 

kita dapat mellihat bahwa seltiap aspelk pelrlindungan ini melmiliki tujuan untuk melnciptakan 

lingkungan kelrja yang adil, selhat, dan aman bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil. Delngan 

delmikian, pelrlindungan hukum yang elfelktif tidak hanya melnguntungkan Pelkelrja/Buruh, teltapi 

juga melndukung produktivitas dan pelrtumbuhan pelrusahaan selcara kelselluruhan. Dalam rangka 

melningkatkan pelrlindungan bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil, pelnting bagi pelmelrintah dan 

lelmbaga telrkait untuk telrus melmpelrkuat relgulasi yang ada, melmastikan implelmelntasi yang 
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elfelktif, selrta melndorong kelsadaran di masyarakat telntang pelntingnya pelrlindungan hak-hak 

Pelkelrja/Buruh wanita hamil. Delngan langkah-langkah ini, diharapkan pelrlindungan hukum 

bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil dapat telrwujud selcara optimal, melmbelrikan kontribusi positif 

bagi kelseljahtelraan masyarakat selcara kelselluruhan. 

1. Cuti Melahirkan 

Cuti mellahirkan melrupakan salah satu belntuk pelrlindungan hukum yang sangat pelnting 

bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil. Di Indonelsia, keltelntuan melngelnai cuti mellahirkan Pada 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telntang pelmbelrian hak cuti mellahirkan yang 

diselbutkan dalam Undang-undang no 13 tahun 2003 pasal 82 ayat (1) 

“Pelkelrja/Buruh/buruh pelrelmpuan belrhak melmpelrolelh istirahat sellama 1,5 (satu 

seltelngah) bulan selbellum saatnya mellahirkan anak dan 1,5 (satu seltelngah) bulan selsudah 

mellahirkan melnurut pelrhitungan doktelr kandungan atau bidan.” dan ayat (2) 

”Pelkelrja/Buruh/buruh pelrelmpuan yang melngalami kelguguran kandungan belrhak 

melmpelrolelh istirahat 1,5 (satu seltelngah) bulan atau selsuai delngan surat keltelrangan 

doktelr kandungan atau bidan” , melmpelrtelgas hak Pelkelrja/Buruh wanita hamil untuk 

melndapatkan cuti mellahirkan. Keltelntuan ini melmbelrikan pelrlindungan dan dukungan yang 

signifikan bagi Pelkelrja/Buruh wanita sellama masa kelhamilan dan seltellah mellahirkan. 

Dalam keltelntuan ini, Pelkelrja/Buruh wanita hamil belrhak melndapatkan cuti mellahirkan 

sellama minimal tiga bulan. Cuti ini telrdiri dari 1,5 (satu seltelngah) bulan selbellum pelrkiraan 

tanggal mellahirkan dan 1,5 (satu seltelngah) bulan seltellah mellahirkan. Namun, dalam 

praktiknya, durasi cuti yang dibelrikan kelpada pelkelrja/buruh tidak sellaras delngan apa yang 

diatur dalam undang-undang cipta kelrja pada bab IV (elmpat) telntang keltelnagakelrjaan, 

sellain hal ini yang melnjadi problelmatik adalah karelna adanya aturan yang tumpang tindih 

telntang cuti yang dibelrikan kelpada pelkelrja/buruh wanita hamil yang mana dalam undang-

undang nomor 6 tahun 2023 belrbelda delngan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 telntang 

Kelseljahtelraan Ibu dan Anak pada Fasel Selribu Hari Pelrtama Kelhidupan pasal 4 ayat (3) 

huruf a dan b UU KIA No 4 Tahun 2024 yang belrbunyi: “Sellain hak selbagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), seltiap Ibu yang belkelrja belrhak melndapatkan: a. cuti 

mellahirkan delngan keltelntuan: 1. paling singkat 3 (tiga) bulan pelrtama; dan 2. paling lama 

3 (tiga) bulan belrikutnya jika telrdapat kondisi khusus yang dibuktikan delngan surat 

keltelrangan doktelr. b. waktu istirahat 1,5 (satu seltelngah) bulan atau selsuai delngan surat 

keltelrangan doktelr, doktelr kelbidanan dan kandungan, atau bidan jika melngalami 

kelguguran;”. Undang-undang ini melngatur bahwa seltiap ibu belrhak melndapatkan cuti 

mellahirkan sellama paling singkat 3 (tiga) bulan pelrtama, dan dapat dipelrpanjang hingga 3 

(tiga) bulan belrikutnya apabila telrdapat kondisi khusus yang dibuktikan delngan surat 

keltelrangan doktelr, ditambah lagi dalam undang-telrselbut tidak ada pelnjellasan pasti telrkait 

keltelrangan dalam undang- undangnya yang melnyelbutkan cuti sellama 3 bulan pelrtama 

telrhitung seljak kapan hingga kapan. Telntunya Cuti mellahirkan bukan hanya selkadar waktu 

libur bagi Pelkelrja/Buruh wanita, teltapi melrupakan langkah pelnting untuk melmbelrikan 

dukungan kelpada ibu baru dalam masa pelmulihan dan pelrawatan bayi. Prosels mellahirkan 

adalah pelngalaman fisik dan elmosional yang signifikan, selhingga pelnting bagi ibu untuk 

melmiliki waktu yang cukup untuk belristirahat dan melnyelsuaikan diri delngan pelran 

barunya. Dalam kontelks ini, cuti mellahirkan melmainkan pelran kunci dalam melndukung 

kelseljahtelraan ibu dan anak. Durasi cuti mellahirkan yang diatur dalam undang-undang 

melnunjukkan komitmeln nelgara untuk melmbelrikan waktu yang cukup bagi ibu untuk pulih 

seltellah mellahirkan dan melrawat anaknya yang baru lahir. Kelbelradaan keltelntuan ini 

melncelrminkan pelngakuan telrhadap hak-hak pelrelmpuan dalam dunia kelrja dan melmbantu 

melngurangi kelselnjangan gelndelr. Nelgara melmiliki tanggung jawab untuk melmastikan 

bahwa wanita tidak telrpaksa melmilih antara karielr dan kelluarga, dan cuti mellahirkan adalah 
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salah satu cara untuk melncapai kelselimbangan telrselbut. Salah satu aspelk yang sangat pelnting 

dalam cuti mellahirkan adalah hak atas upah sellama pelriodel cuti telrselbut. 

Pelraturan yang ada melnjamin bahwa ibu yang melngambil cuti mellahirkan belrhak 

melndapatkan upah, selhingga melrelka tidak melrasa dirugikan selcara finansial keltika harus 

melngambil cuti untuk mellahirkan. Hal ini adalah langkah pelnting dalam melndukung ibu 

untuk melnjalankan pelran selbagai Pelkelrja/Buruh selkaligus selbagai orang tua. Delngan 

adanya jaminan ini, diharapkan ibu dapat lelbih fokus pada pelrawatan anak tanpa khawatir 

akan kelhilangan pelndapatan sellama masa cuti. Pelrusahaan juga melmiliki tanggung jawab 

untuk melmatuhi keltelntuan melngelnai cuti mellahirkan. Cuti mellahirkan juga telrkait elrat 

delngan pelrlindungan kelselhatan dan kelsellamatan kelrja (K3) bagi Pelkelrja/Buruh wanita. 

Pelrlindungan ini kelmudian dipelrkuat delngan pelrlindungan telrkait ancaman pidana 

kelpada pelrusahaan yang tidak melmbelrikan cuti kelpada pelkelrja/buruh wanita hamil 

selsuai delngan apa yang dijellaskan dalam pasal 185 ayat (1) Undang- undang nomor 6 tahun 

2023 : ”Barang siapa mellanggar keltelntuan selbagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), 

Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88El ayat (2), Pasal 

143, Pasal 156 ayat (1) atau Pasal 160 ayat (41 dikelnai sanksi pidana pelnjara paling 

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (elmpat) tahun dan/atau pidana delnda paling seldikit 

Rp100.000.000,00 (selratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (elmpat ratus 

juta rupiah)”. Melnjellaskan bahwa apabila pelrusahaan tidak melmbelrikan hak cuti bagi 

pelkelrja/buruh, salah satu diantaranya adalah cuti yang dibelrikan kelpada pelkelrja/buruh 

wanita yang seldang hamil selbagaimana melstinya akan di ancam delngan hukuman pidana. Ini 

juga melrupakan belntuk kelpastian hukum yang dibelrikan undang-undang kelpada 

pelkelrja/buruh wanita yang seldang hamil untuk dapat melnjalankan hak-haknya. 

Sellama masa kelhamilan, ibu hamil selring kali melmelrlukan pelrhatian khusus dalam 

lingkungan kelrja melrelka untuk melmastikan kelsellamatan dan kelseljahtelraan melrelka. 

Delngan adanya cuti mellahirkan yang dijamin, ibu dapat melnghindari risiko yang mungkin 

telrkait delngan Pelkelrja/Buruhan melrelka yang dapat melmpelngaruhi kelselhatan melrelka dan 

anak yang bellum lahir. Cuti mellahirkan juga melmbantu melncelgah diskriminasi telrhadap 

Pelkelrja/Buruh wanita hamil di telmpat kelrja. Delngan adanya keltelntuan yang jellas melngelnai 

hak-hak Pelkelrja/Buruh wanita hamil, pelrusahaan diharapkan untuk melnciptakan 

lingkungan kelrja yang melndukung dan inklusif bagi selmua karyawan. Pelrlindungan hukum 

ini pelnting dalam melngurangi stigma yang selring kali dialami olelh Pelkelrja/Buruh wanita 

hamil di telmpat kelrja, selrta melnciptakan kelsadaran akan pelntingnya pelran wanita dalam 

dunia kelrja. Sellain itu, cuti mellahirkan melmbelrikan kelselmpatan bagi kelluarga untuk 

melmbelrikan dukungan kelpada ibu baru. Dalam budaya Indonelsia, pelran kelluarga sangat 

pelnting, dan cuti mellahirkan melmungkinkan anggota kelluarga untuk telrlibat dalam 

pelrawatan ibu dan anak sellama pelriodel kritis ini. Keltelrlibatan kelluarga dapat melmbelrikan 

dukungan elmosional dan praktis, yang sangat belrharga bagi ibu baru dalam melnyelsuaikan 

diri delngan pelran barunya. Delngan delmikian, cuti mellahirkan melrupakan salah satu belntuk 

pelrlindungan hukum yang sangat pelnting bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil di Indonelsia. 

Mellalui keltelntuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2024, nelgara melnunjukkan komitmelnnya untuk melmbelrikan pelrlindungan 

dan dukungan kelpada ibu hamil dan ibu baru. Cuti mellahirkan tidak hanya melmbelrikan 

waktu bagi ibu untuk pulih dan melrawat anaknya, teltapi juga melmbantu melnciptakan 

lingkungan kelrja yang lelbih inklusif dan melndukung kelseltaraan gelndelr. Dalam kontelks 

yang lelbih luas, pelrlindungan ini melncelrminkan pelntingnya kelseljahtelraan ibu dan anak 

dalam pelmbangunan masyarakat yang lelbih adil dan seljahtelra. 

2. Pemberian Upah Kerja 

Sellain pelraturan telntang pelmbelrian cuti telntunya tak lelpas dari aturan yang mellindungi 

kelwajiban pelmbelri kelrja untuk melmbelrikan upah pelnuh pelkelrjanya hal ini melnjadi 
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jaminan kelpada pelkelrja telntang pellindungan yang melrelka pelrolelh bukan hanya telntang 

kelselhatan fisik dan melntal, teltapi juga kelpastian finansial melrelka. Telntunya kelbutuhan 

finansial melnjadi alasan utama melrelka belkelrja selhingga jaminan akan upah melrelka 

melnjadi alasan yang sangat pelnting bagi para pelkelrja/buruh yang seldang mellaksanakan 

waktu istirahatnya telrutama bagi pelkelrja/buruh yang seldang hamil. Selbagaimana diatur 

dalam pasal 84 undang-undang Nomor 6 tahun 2023 yang melnyelbutkan bahwa seltiap 

pelkelrja/buruh yang melnggunakan hak waktu istirahatnya telmasuk didalamnya hak cuti 

hamil dan hak cuti mellahirkan, belrhak melndapatkan upah pelnuh atas pelkelrjaannya karelna 

delngan adanya aturan ini pelmelrintah  belrusaha  melnjalankan  kelwajibannya  dalam 

melmbelrikan pelnghidupan yang layak bagi warganya. Selbagaimana disinggung telntang 

pelmbelrian cuti yang diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2023, sellama 

mellaksanakan cuti sellama 1,5 (satu seltelngah) bulan selbellum pelrkiraan tanggal mellahirkan 

dan 1,5 (satu seltelngah) bulan seltellah mellahirkan, dan 1,5 (satu seltelngah) bulan apabila 

melngalami kelguguran selsuai delngan keltelrangan dari doktelr atau bidan pelkelrja belrhak 

melndapatkan upah pelnuh, arti pelnuh dalam aturan ini belrarti pelkelrja melndapatkan upah 

tanpa adanya potongan dalam arti lain upah yang dipelrolelh pelkelrja adalah 100%. Namun 

kelmbali telrjadi aturan yang tumpang tindih, selpelrti yang tellah dijellaskan bahwa aturan 

pelmbelrian cuti yang juga dibahas dalam undang-undang nomor 4 tahun 2024 yang mana 

dalam aturan ini melmbelrikan waktu cuti kelpada pelkelrja hamil sellama 3 bulan pelrtama, dan 

3 bulan belrikutnya jika telrdapat kondisi khusus selrta 1,5 bulan apabila ibu melngalami 

gugur kelhamilan, selhingga lamanya pelmbelrian cuti yang diatur dalam undang-undang ini 

juga belrpelngaruh telrhadap aturan pelmbelrian upah melnurut undang-undang ini, 

selbagaimana dalam pasal 5 ayat (2) undang-undang KIA nomor 4 tahun 2024 melmbelrikan 

aturan yang telrbagi melnjadi 3 bagian yakni pelmbelrian upah 100% (upah pelnuh) sellama 

3(tiga) bulan pelrtama, pelmbelrian upah 100% (upah pelnuh) pada bulan kelelmpat, selrta 75% 

dari upah pada bulan kellima dan bulan kelelnam. Inilah yang melnjadi poin utama melngapa 

aturan ini melnjadi tumpang tindih antara dua undang- undang yang sama-sama melngatur 

telntang pelmbelrian upah bagi pelkelrja/buruh wanita hamil yang seldang mellaksanakan cuti. 

melskipun delmikian langkah yang tellah dilakukan pelmelrintah selbagai langkah untuk 

melnjaga kelhidupan yang telrjain dan layak telrutama dalam pelrlindungan telrhadap upah 

yang belrhak didapatkan olelh pelkelrja/buruh telrutama kelpada wanita yang seldang 

mellaksanakan cuti hamilnya melnjadi  telrjamin  dan  melnghindari  adanya  pelngaruh 

finansial dan melntal yang kelmungkinan dapat dialami olelh pelkelrja/buruh saat 

mellaksanakan haknya. 

3. Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

Mellanjutkan pelmbahasan telntang pelmbelrian cuti bagi pelkelrja/buruh wanita yang seldang 

hamil telntunya akan kurang lelngkap tanpa adanya pelrlindungan telrhadap hak-hak 

pelkelrja/buruh, pelrlindungan yang dimaksud dalam melnjaga keladilan hukum telrhadap hak-

hak matelrnitas pelkelrja sellain pelrlindungan pelmbelrian upah teltapi juga pelrlindungan dari 

pelmutusan hubungan kelrja (PHK) yang dibahas dalam larangan pelmutusan hubungan kelrja 

(PHK). 

Larangan Pelmutusan Hubungan Kelrja (PHK) melrupakan salah satu aspelk pelnting dari 

pelrlindungan hukum bagi Pelkelrja/Buruh wanita yang seldang hamil, selbagai langkah 

lanjutan dalam mellindungi melnjaga status pelkelrja/buruh agar teltap mellelkat pada dirinya. Di 

Indonelsia, keltelntuan melngelnai larangan pelmutusan hubungan kelrja (PHK) diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pasal 153 ayat (1) huruf el : “Pelngusaha dilarang 

mellakukan Pelmutusan Hubungan Kelrja kelpada Pelkelrja/Buruh delngan alasan: el. hamil, 

mellahirkan, gugur kandungan, atau melnyusui bayinya.” Hal ini melnjellaskan bahwa keltika 

selorang pelkelrja/buruh wanita yang mellaksanakan cuti delngan alasan hamil dilarang untuk 

di PHK dan apabila telrjadi pelmutusan hubungan kelrja (PHK) selpihak olelh pelrusahaan atau 
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pelmbelri kelrja, maka dinyatakan batal selcara hukum dan wajib melmpelkelrjakan kelmbali 

pelkelrja/buruh yang belrsangkutan selbagaimana diselbutkan dalam pasal 153 ayat (2) : 

“Pelmutusan Hubungan Kelrja yang dilakukan delngan alasan selbagaimana dimaksud pada 

ayat (1) batal delmi hukum dan Pelngusaha wajib melmpelkelrjakan kelmbali Pelkelrja/Buruh 

yang belrsangkutan.” Hal ini melnunjukkan komitmeln nelgara dalam melmbelrikan dukungan 

kelpada ibu untuk telrjamin pelkelrjaannya dan teltap melmiliki pelkelrjaan hingga 

pelkelrja/buruh wanita dalam kondisi hamil hingga mampu kelmbali delngan kondisi 

telrbaiknya untuk belkelrja dan melmelnuhi kelwajibannya selbagai pelkelrja/buruh. Dalam 

keltelntuan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Ini melnelgaskan bahwa 

pelrlindungan hukum bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil bukan hanya telrbatas pada cuti 

mellahirkan, teltapi juga melncakup jaminan bahwa melrelka tidak akan kelhilangan 

Pelkelrja/Buruh melrelka karelna status kelhamilan atau pelran baru melrelka selbagai ibu. Sellain 

dalam undang-undang nomor 6 tahun 2023, pelrlindungan wanita pelkelrja yang seldang 

mellaksanakan cuti dilarang dibelrhelntikan dari pelkelrjaannya selbagaimana diatur dalam 

undang-undang nomor 4 tahun 2024 telntang kelseljahtelraan ibu dan anak pada Fasel Selribu 

Hari Pelrtama Kelhidupan pasal 5 ayat (1) : “Seltiap Ibu yang mellaksanakan hak selbagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b tidak dapat dibelrhelntikan dari 

pelkelrjaannya dan teltap melmpelrolelh haknya selsuai delngan keltelntuan pelraturan 

pelrundang-undangan di bidang keltelnagakelrjaan”. Cuti mellahirkan bukan hanya selkadar 

waktu libur, teltapi juga melrupakan langkah pelnting dalam melnjaga kelseljahtelraan fisik dan 

melntal ibu, selrta melmbelrikan kelselmpatan untuk melnjalin ikatan yang kuat delngan anak. 

Dalam kontelks keltelnagakelrjaan, cuti mellahirkan melmiliki implikasi yang lelbih luas telrkait 

delngan pelrlindungan hukum bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil selhingga dipelrlukan adanya 

larangan telrhadap pelrusahaan atau pelmbelri kelrja untuk mellakukan pelmutusan selpihak. 

Larangan ini melnciptakan jaminan kelamanan bagi Pelkelrja/Buruh wanita, selhingga melrelka 

tidak pelrlu khawatir kelhilangan Pelkelrja/Buruhan karelna status kelhamilan melrelka. 

Pelrlindungan hukum ini sangat krusial, melngingat banyaknya stigma dan diskriminasi yang 

mungkin dihadapi olelh Pelkelrja/Buruh wanita hamil di telmpat kelrja. 

Selpelrti yang diselbutkan pada bab IV bagian keltelnagakelrjaan pasal 153 ayat (2) Undang-

undang nomor 6 tahun 2023 yang melnyelbutkan bahwa apabila telrjadi Pelmutusan 

Hubungan Kelrja (PHK) selcara selpihak olelh pelrusahaan kelpada pelkelrja/buruh delngan 

alasan selbagaimana diselbutkan dalam pasal 153 ayat (1) Undang-undang nomor 6 tahun 

2023 dapat dinyatakan batal selcara hukum dan pelkelrja/buruh teltap mellaksanakan 

pelkelrjaannya, dalam undang-undang ini melnjellaskan bahwa pelrlindungan hukum 

telrhadap pelkelrja/buruh wanita hamil ialah pelrusahaan dilarang mellakukan pelmutusan 

hubungan kelrja (PHK) delngan alasan hamil, mellahirkan, gugur kandungan, atau melnyusui 

bayinya, tujuan adanya pelrlindungan hukum telntunya dipelrlukan pelkelrja/buruh wanita 

hamil untuk melndapatkan pelrlindungan akan kelselhatannya baik selcara fisik maupun 

melntalnya, bukan hanya pada saat selbellum hari preldiksi kellahirannya ataupun seltellah 

kellahirannya, telntunya pelrlindungan ini dipelrlukan pelkelrja/buruh wanita hamil untuk 

mellindungi dirinya selrta melnjamin bahwa dirinya tidak akan dibelrhelntikan dari 

pelkelrjaannya sellama seljak d imulai masa kelhamilannya hingga pasca mellahirkan. Namun, 

dalam 153 ayat (1) ini dikhawatirkan akan melnjadi cellah hukum yang dapat melrugikan 

pelkelrja/buruh telrutama wanita hamil yang relntan melngalami diskriminasi selhingga dapat 

melmpelngaruhi kelselhatan dirinya dan bayi yang dikandungnya, yang mana pelmutusan 

delngan alasan selcara tidak langsung melngatakan bahwa pelmutusan hubungan kelrja bisa 

saja dilakukan pelrusahaan kelpada pelkelrja/buruh wanita hamil delngan alasan lain yang 

dipelrbolelhkan undang-undang untuk dilakukan PHK tanpa melmpelrtimbangkan kondisi 

pelkelrja/buruh wanita seldang dalam kondisi hamil atau tidak dan juga dalam aturan telntang 

larangan pelmutusan hubungan kelrja dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2023 ini tidak 
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melmbelrikan pelrlindungan dari pelmutusan hubungan kelrja telrhadap pelkelrja/buruh wanita 

keltika seldang mellaksanakan cutinya keltika hamil. Hal ini juga kelmudian melnjadi 

problelmatik keltika kelmbali adanya aturan yang tumpang tindih antara Undang-undang 

nomor 6 tahun 2023 delngan undang-undang nomor 4 tahun 2024 telntang kelseljahtelraan 

ibu dan anak pada fasel selribu hari pelrtama kelhidupan, dalam undang-undang nomor 4 tahun 

2024 pasal 5 ayat (1) melngatakan bahwa sellama pelkelrja/buruh mellaksanakan cuti hamil 

dilarang dibelrhelntikan dari pelkelrjaannya, hal ini juga melnjellaskan bahwa dalam undang- 

undang ini pelngusaha sellama pelkelrja/buruh wanita hamil mellaksanakan cutinya dilarang 

dibelrhelntikan dari pelkelrjaannya delngan atau tanpa alasan apapun. 

Delngan adanya keltelntuan ini, diharapkan Pelkelrja/Buruh wanita dapat melnjalankan 

pelran melrelka selbagai ibu tanpa harus melngorbankan karielr melrelka. Pelrlindungan hukum 

dalam belntuk larangan PHK telrhadap Pelkelrja/Buruh hamil tidak hanya melmbelrikan 

kelamanan bagi Pelkelrja/Buruh, teltapi juga belrkontribusi pada melnciptakan lingkungan kelrja 

yang lelbih inklusif dan adil. Delngan adanya keltelntuan yang jellas, pelrusahaan diharapkan 

untuk melnghindari tindakan diskriminatif olelh pelrusahaan yang bisa saja mellakukan PHK 

delngan alasan lain yang melnyelbabkan telrjadinya kelrugian baik kelrugian matelril maupun 

kelrugian hukum yang bisa dialami olelh pelkelrja/buruh wanita hamil sellama prosels 

kelhamilannya. Hal ini sangat pelnting, telrutama di elra di mana partisipasi wanita dalam 

dunia kelrja selmakin melningkat. Sellain itu, pelrlindungan ini dapat melmbantu melngurangi 

stigma yang selring kali dialami olelh Pelkelrja/Buruh wanita hamil, selrta melningkatkan 

kelsadaran akan pelntingnya pelran wanita dalam dunia kelrja. 

Mellalui kelbijakan yang melndukung cuti mellahirkan dan mellarang pelmutusan hubungan 

kelrja (PHK) selpihak olelh pelmbelri kelrja, diharapkan telrjadi pelrubahan positif dalam 

pandangan masyarakat telrhadap Pelkelrja/Buruh wanita yang hamil. Hal ini melncakup 

jaminan kelselhatan sellama masa selbellum hamil, masa kelhamilan, pelrsalinan, dan 

pascapelrsalinan. Pellayanan kelselhatan yang baik sangat pelnting untuk melmastikan kelselhatan 

ibu dan anak, selrta melncelgah komplikasi yang dapat telrjadi sellama prosels kelhamilan dan 

pelrsalinan. 

Pembahasan 

Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Pekerja/Buruh Wanita Hamil 

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2023 

Kelrangka hukum pelrlindungan Pelkelrja/Buruh wanita hamil di Indonelsia diatur olelh 

seljumlah relgulasi, delngan yang paling utama adalah Undang-Undang Keltelnagakelrjaan No. 13 

Tahun 2003 dan pelmbaharuannya dalam undang-undang nomor 6 tahun 2023 telntang 

pelneltapan pelraturan pelmelrintah pelngganti undang- undang nomor 2 tahun 2022 telntang cipta 

kelrja melnjadi undang- undang pada Bab IV telntang keltelnagakelrjaan. Undang-undang ini 

melrupakan landasan hukum yang melmbelrikan pelrlindungan kelpada selluruh Pelkelrja/Buruh, 

khususnya Pelkelrja/Buruh wanita hamil, untuk melmastikan bahwa hak-hak melrelka telrpelnuhi 

sellama melnjalani kelhamilan. 

Pelkelrja/Buruh wanita hamil melrujuk pada pelrelmpuan yang telrlibat dalam hubungan kelrja 

seldang dalam keladaan hamil. Dalam kontelks hukum keltelnagakelrjaan di Indonelsia, delfinisi ini 

melncakup selmua pelrelmpuan yang belkelrja, baik di selktor formal maupun informal, yang seldang 

melngandung. Ada belbelrapa alasan melngapa pelkelrja/buruh wanita yang dalam kondisinya 

seldang melngalami kelhamilan, pelkelrja/buruh telrutama wanita hamil yang relntan melngalami 

diskriminasi selhingga dapat melmpelngaruhi kelselhatan dirinya dan bayi yang dikandungnya, 

Pelkelrja/buruh wanita hamil juga melnghadapi risiko yang lelbih tinggi telrkait kelselhatan dan 

kelsellamatan kelrja, baik bagi diri melrelka selndiri maupun bagi janin yang seldang dikandung dan 

waktu untuk melmulihkan diri seltellah mellahirkan dan melnyelsuaikan diri delngan tanggung 

jawab baru selbagai ibu. Kelhamilan bukan hanya melnjadi momeln pelnting dalam kelhidupan 

selorang wanita, teltapi juga melmbawa tantangan telrselndiri di dunia kelrja, maka dipelrlukannya 



 

 

 
 

143 

Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora 

2985-5624 (2025), 3 (2): 132-154 

pelrlindungan telrhadap hak dasar bagi Pelkelrja/Buruh wanita, Melskipun diakui bahwa dunia 

kelrja saat ini selmakin kompeltitif , pelrlindungan hak- hak Pelkelrja/Buruh wanita hamil harus 

teltap melnjadi prioritas, ini tidak hanya melmbantu individu, teltapi juga belrkontribusi pada 

pelmbangunan masyarakat yang lelbih adil dan seljahtelra. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 melndelsak untuk melmpelrbaiki kondisi kelrja yang 

selringkali tidak ramah bagi pelrelmpuan yang seldang hamil. Undang-undang ini dirancang untuk 

melngatur dan melnjamin hak-hak Pelkelrja/Buruh wanita, hak-hak yang diatur dalam undang-

undang ini diantaranya pelmbelrian cuti delngan telnggang waktu sellama 3 (tiga) bulan yang 

telrbagi melnjadi 1,5 (satu seltelngah) bulan selbellum dan 1,5 (satu seltelngah) bulan seltellah 

mellahirkan, pelrlindungan telrhadap cutinya melliputi melndapakan gaji utuh yang harus 

dibayarkan olelh pelmbelri kelrja telrmasuk hak untuk tidak diputus hubungan kelrjanya (PHK) 

hanya karelna alasan kelhamilan selbagaimana yg diselbutkan dalam pasal 153 ayat (1) huruf el 

Undang-undang nomor 6 tahun 2023. 

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telntang pelmbelrian hak cuti mellahirkan yang 

diselbutkan dalam Undang- undang no 13 tahun 2003 pasal 82 ayat (1) melmpelrtelgas hak 

Pelkelrja/Buruh wanita hamil untuk melndapatkan cuti mellahirkan. Hak-hak Pelkelrja/Buruh 

wanita hamil diatur selcara jellas dalam pelraturan pelrundang-undangan keltelnagakelrjaan. Salah 

satu hak utama adalah hak untuk melndapatkan cuti hamil dan mellahirkan. Belrdasarkan 

keltelntuan yang ada, Pelkelrja/Buruh wanita belrhak atas cuti hamil sellama satu seltelngah 

bulan selbellum dan selsudah mellahirkan Manalu, I. L. R. (2020). Banyak Pelkelrja/Buruh 

wanita hamil yang melngalami telkanan atau bahkan Pelmutusan Hubungan Kelrja di telmpat kelrja 

karelna kelhamilan melrelka, yang melrupakan tindakan diskriminatif dan mellanggar hukum, 

Khoiriyah, A. M. (2020). Keltelntuan ini melmbelrikan pelrlindungan dan dukungan yang 

signifikan bagi Pelkelrja/Buruh wanita sellama masa kelhamilan dan seltellah mellahirkan. Dalam 

keltelntuan ini, Pelkelrja/Buruh wanita hamil belrhak melndapatkan cuti mellahirkan sellama 

minimal tiga bulan. Cuti ini telrdiri dari 1,5 (satu seltelngah) bulan selbellum pelrkiraan tanggal 

mellahirkan dan 1,5 (satu seltelngah) bulan seltellah mellahirkan. Namun durasi cuti yang dibelrikan 

kelpada pelkelrja/buruh tidak sellaras delngan apa yang diatur dalam undang- undang cipta kelrja 

hal ini melngindikasikan bahwa pellaksanaan cuti kelpada pelkelrja hamil tidak telrlaksana selcara 

maksimal. 

Sellain hal telrselbut, problelmatik hukum yang telrjadi yakni adanya hukum tumpang tindih 

telntang cuti yang dibelrikan kelpada pelkelrja/buruh wanita hamil yang mana dalam undang-undang 

nomor 6 tahun 2023 2023 belrbelda delngan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 telntang 

Kelseljahtelraan Ibu dan Anak pada Fasel Selribu Hari Pelrtama Kelhidupan Pasal 4 ayat (3) yang 

melngatakan bahwa seltiap ibu belrhak melndapatkan cuti mellahirkan sellama paling singkat 3 (tiga) 

bulan pelrtama, dan dapat dipelrpanjang hingga 3 (tiga) bulan belrikutnya apabila telrdapat kondisi 

khusus yang dibuktikan delngan surat keltelrangan doktelr, ditambah lagi dalam undang-telrselbut 

tidak ada pelnjellasan pasti telrkait keltelrangan yang melnyelbutkan 3 (tiga) bulan pelrtama telrhitung 

seljak kapan dan hingga kapan. Telntunya ini melnjadi korelksi telrkait kelpastian hukum yang 

melngatur hak pelkelrja/buruh bagi wanita hamil. Dalam kontelks ini, cuti mellahirkan melmainkan 

pelran kunci dalam melndukung kelseljahtelraan ibu dan anak. Durasi cuti mellahirkan yang diatur 

dalam undang-undang melnunjukkan komitmeln nelgara untuk melmbelrikan waktu yang cukup bagi 

ibu untuk pulih seltellah mellahirkan dan melrawat anaknya yang baru lahir. Keltelntuan ini 

melncelrminkan pelngakuan telrhadap hak-hak pelrelmpuan dalam dunia kelrja dan melmbantu 

melngurangi kelselnjangan gelndelr. Nelgara melmiliki tanggung jawab untuk melmastikan bahwa 

wanita tidak telrpaksa melmilih antara karielr dan kelluarga, dan cuti mellahirkan adalah salah satu 

cara untuk melncapai kelselimbangan telrselbut. Salah satu aspelk yang sangat pelnting dalam cuti 

mellahirkan adalah hak atas upah sellama pelriodel cuti telrselbut. 

Pelrlindungan ini dipelrkuat telrkait delngan ancaman pidana kelpada pelrusahaan yang tidak 

melmbelrikan cuti kelpada pelkelrja/buruh wanita hamil selsuai yang dijellaskan dalam pasal 185 
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ayat (1) Undang-undang nomor 6 tahun 2023 Melnjellaskan bahwa apabila pelrusahaan tidak 

melmbelrikan hak cuti bagi pelkelrja/buruh, salah satu diantaranya adalah cuti yang dibelrikan 

kelpada pelkelrja/buruh wanita yang seldang hamil selbagaimana delngan selmelstinya diancam 

delngan hukuman pidana. Ini juga melrupakan belntuk kelpastian hukum yang dibelrikan undang-

undang kelpada pelkelrja/buruh wanita yang seldang hamil untuk dapat melnjalankan hak-haknya. 

Aturan pelmbelrian cuti tak lelpas dari aturan yang mellindungi kelwajiban melmbelrikan upah 

pelnuh bagi pelkelrja/buruh wanita hamil, hal ini melnjadi jaminan kelpada pelkelrja/buruh telntang 

pellindungan yang melrelka pelrolelh bukan hanya telntang kelselhatan fisik dan melntal, teltapi juga 

kelpastian finansial melrelka Selbagaimana diatur dalam pasal 84 undang-undang Nomor 6 tahun 

2023 yang melnyelbutkan bahwa seltiap pelkelrja/buruh yang melnggunakan hak waktu 

istirahatnya telmasuk didalamnya hak cuti hamil dan hak cuti mellahirkan, belrhak melndapatkan 

upah pelnuh atas pelkelrjaannya. arti pelnuh dalam aturan ini belrarti pelkelrja melndapatkan upah 

tanpa adanya potongan dalam arti lain upah yang dipelrolelh pelkelrja adalah 100%. Namun 

kelmbali telrjadi aturan yang tumpang tindih, selpelrti yang tellah dijellaskan bahwa aturan 

pelmbelrian cuti yang juga dibahas dalam undang-undang nomor 4 tahun 2024 lamanya 

pelmbelrian cuti yang diatur dalam undang-undang ini belrpelngaruh telrhadap aturan pelmbelrian 

upah melnurut undang-undang ini, selbagaimana dalam pasal 5 ayat (2) undang-undang KIA 

nomor 4 tahun 2024. Melskipun delmikian langkah yang tellah dilakukan pelmelrintah selbagai 

langkah untuk melnjaga kelhidupan yang telrjain dan layak telrutama dalam pelrlindungan 

telrhadap upah yang belrhak didapatkan olelh pelkelrja/buruh telrutama kelpada wanita yang seldang 

mellaksanakan cuti hamilnya melnjadi telrjamin dan melnghindari adanya pelngaruh finansial dan 

melntal yang kelmungkinan dapat dialami olelh pelkelrja/buruh saat mellaksanakan haknya. 

pelmbelrian cuti bagi pelkelrja/buruh wanita yang seldang hamil telntunya akan kurang lelngkap 

tanpa adanya pelrlindungan telrhadap hak-hak pelkelrja/buruh, pelngusaha dilarang mellakukan 

PHK telrhadap Pelkelrja/Buruh wanita hamil, baik selbellum maupun seltellah mellahirkan, kelcuali 

ada alasan yang sangat melndelsak dan telrbukti sah melnurut hukum, Hutomo, I. R., (2024). 

Pelrlindungan yang dimaksud dalam melnjaga keladilan hukum telrhadap hak-hak matelrnitas 

pelkelrja sellain pelrlindungan pelmbelrian upah teltapi juga larangan untuk dilakukan pelmutusan 

hubungan kelrja (PHK). 

Keltelntuan melngelnai larangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pasal 

153 ayat (1) ini melnjellaskan bahwa pelrusahaan diarang mellakukan pelmutusan hubungan kelrja 

(PHK) kelpada pelkelrja/buruh delngan belbelrapa alas an dan apabila telrjadi pelmutusan hubungan 

kelrja, maka dinyatakan batal selcara hukum dan wajib melmpelkelrjakan kelmbali pelkelrja/buruh 

yang belrsangkutan selbagaimana diselbutkan dalam pasal 153 ayat (2). Pelrlindungan telrhadap 

pelkelrja/buruh wanita hamil selcara khusus diselbutkan dalam pasal 153 ayat (1) huruf el, ini 

melnunjukkan komitmeln nelgara dalam melmbelrikan dukungan kelpada ibu untuk telrjamin 

pelkelrjaannya dan teltap melmiliki pelkelrjaan hingga pelkelrja/buruh wanita dalam kondisi hamil 

hingga mampu kelmbali delngan kondisi telrbaiknya untuk belkelrja dan melmelnuhi kelwajibannya 

selbagai pelkelrja/buruh. Sellain dalam undang-undang nomor 6 tahun 2023, pelrlindungan wanita 

pelkelrja yang seldang mellaksanakan cuti dilarang dibelrhelntikan dari pelkelrjaannya selbagaimana 

diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 2024 telntang kelseljahtelraan ibu dan anak pada Fasel 

Selribu Hari Pelrtama Kelhidupan pasal 5 ayat (1) yang mellarang dilakukan pelmutusan hubungan 

kelrja kelpada ibu hamil yang belkelrja keltika seldang mellaksanakan cuti hamilnya. tujuan dari 

pelrlindungan hukum ini dipelrlukan pelkelrja/buruh wanita hamil untuk melndapatkan 

pelrlindungan akan kelselhatannya baik selcara fisik maupun melntalnya, bukan hanya pada saat 

selbellum hari preldiksi kellahirannya ataupun pasca kellahirannya. Pelrlindungan hukum ini sangat 

krusial, melngingat banyaknya stigma dan diskriminasi yang mungkin dihadapi olelh 

Pelkelrja/Buruh wanita hamil di telmpat kelrja. Selpelrti yang diselbutkan dalam undang-undang, 

melnyatakan bahwa apabila telrjadi Pelmutusan Hubungan Kelrja (PHK) selcara selpihak olelh 

pelrusahaan kelpada pelkelrja/buruh delngan alasan selbagaimana diselbutkan dapat dinyatakan batal 
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selcara hukum dan pelkelrja/buruh teltap mellaksanakan pelkelrjaannya, dalam undang- undang ini 

melnjellaskan bahwa pelrlindungan hukum telrhadap pelkelrja/buruh wanita hamil ialah pelrusahaan 

dilarang mellakukan pelmutusan hubungan kelrja (PHK) delngan alasan hamil, mellahirkan, gugur 

kandungan, atau melnyusui bayinya. Jika melngacu pasa telori kelpastian hukum satjipto raharjo 

(2012) melnurut gustav radbruch yang melngatakan bahwa fakta yang telrcantum dalam hukum 

dirumuskan delngan cara yang jellas, selhingga akan melnghindari kelkelliruan dalam hal 

pelmaknaan atau pelnafsiran selrta dapat mudah dilaksanakan, pelnggunaan kata “delngan alasan” 

dalam pasal 153 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2023 dikhawatirkan akan melnjadi cellah 

hukum yang dapat melrugikan pelkelrja/buruh telrutama wanita hamil yang relntan melngalami 

diskriminasi selhingga dapat melmpelngaruhi kelselhatan dirinya dan bayi yang dikandungnya, 

yang mana selcara tidak langsung melngatakan bahwa pelmutusan hubungan kelrja bisa saja 

dilakukan pelrusahaan kelpada pelkelrja/buruh wanita hamil delngan alasan lain yang 

dipelrbolelhkan undang-undang untuk dilakukan PHK tanpa melmpelrtimbangkan kondisi 

pelkelrja/buruh wanita seldang dalam kondisi hamil atau tidak . Olelh karelna itu cellah ini bisa 

dianggap tidak melmbelrikan pelrlindungan dari pelmutusan hubungan kelrja telrhadap 

pelkelrja/buruh wanita dalam kondisi hamil, padahal jika melngingat kondisi kelhamilan telntunya 

akan melmpelngaruhi kondisi fisik selorang wanita lelbih relntan daripada selbellumnya. Dan juga, 

dalam pasal 185 ayat (1) telntang ancaman pidana kelpada pelrusahaan tidak melnyelbutkan 

telntang ancaman pidana yang dapat mellindungi pelkelrja/buruh dari pelmutusan selcara selpihak 

dari pelrusahaan, satu-satunya pelrlindungan hukum telrdapat dalam pasal 153 ayat (2) yakni 

selgala belntuk pelmelcatan “delngan alasan” dapat dinyatakan batal selcara hukum. 

Hal ini juga kelmudian melnjadi problelmatik keltika kelmbali adanya aturan yang tumpang 

tindih antara Undang-undang nomor 6 tahun 2023 delngan undang-undang nomor 4 tahun 2024 

telntang kelseljahtelraan ibu dan anak pada fasel selribu hari pelrtama kelhidupan, dalam undang-

undang nomor 4 tahun 2024 pasal 5 ayat (1) melngatakan bahwa sellama pelkelrja/buruh 

mellaksanakan cuti hamil dilarang dibelrhelntikan dari pelkelrjaannya, hal ini juga melnjellaskan 

bahwa dalam undang-undang ini pelngusaha sellama pelkelrja/buruh wanita hamil mellaksanakan 

cutinya dilarang dibelrhelntikan dari pelkelrjaannya delngan atau tanpa alasan apapun Hak untuk 

melndapatkan fasilitas kelselhatan yang melmadai sellama masa kelhamilan juga melrupakan aspelk 

pelnting dalam pelrlindungan hukum bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil. Fasilitas kelselhatan ini 

melliputi aksels telrhadap layanan kelselhatan, pelmelriksaan kelselhatan selcara belrkala, selrta 

dukungan meldis yang dibutuhkan sellama kelhamilan. Pelngusaha diwajibkan untuk 

melnyeldiakan fasilitas kelselhatan yang layak dan melmadai bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil, 

agar melrelka dapat melnjalani kelhamilan delngan baik dan telrhindar dari risiko kelselhatan yang 

dapat melmbahayakan diri melrelka maupun janin. Keltelrseldiaan fasilitas kelselhatan yang 

melmadai di telmpat kelrja sangat belrpelran dalam melnjaga kelselhatan dan kelseljahtelraan 

Pelkelrja/Buruh wanita hamil. Dalam kontelks hukum keltelnagakelrjaan, pelrlindungan telrhadap 

diskriminasi di telmpat kelrja telrkait kondisi hamil sangat pelnting untuk ditelgakkan. 

Diskriminasi dapat muncul dalam belrbagai belntuk, selpelrti pelngurangan gaji, pelnelmpatan 

Pelkelrja/Buruhan yang tidak selsuai, hingga Pelmutusan Hubungan Kelrja yang tidak adil. Olelh 

karelna itu, UU No. 13 Tahun 2003 melngatur pelrlindungan hukum bagi Pelkelrja/Buruh wanita 

hamil agar melrelka tidak dipelrlakukan selcara diskriminatif, Triyani, R., (2021). 

Seltiap belntuk diskriminasi yang dilakukan olelh pelngusaha telrhadap Pelkelrja/Buruh 

wanita hamil dapat dikelnakan sanksi, baik administratif maupun pidana, telrgantung pada 

belratnya pellanggaran yang dilakukan. Ini melnunjukkan bahwa nelgara hadir untuk mellindungi 

hak-hak Pelkelrja/Buruh wanita hamil dan melmbelrikan jaminan bahwa melrelka akan 

dipelrlakukan delngan adil di telmpat kelrja. Pelntingnya pelrlindungan hukum bagi Pelkelrja/Buruh 

wanita hamil juga telrcelrmin dalam kelbijakan- kelbijakan yang diambil olelh pelrusahaan. Banyak 

pelrusahaan yang mulai melnyadari pelntingnya melnciptakan lingkungan kelrja yang ramah bagi 

Pelkelrja/Buruh wanita, khususnya yang seldang hamil. Belbelrapa pelrusahaan bahkan 
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melnelrapkan kelbijakan flelksibell yang melmungkinkan Pelkelrja/Buruh wanita hamil untuk 

belkelrja delngan jam kelrja yang lelbih ringan atau mellakukan Pelkelrja/Buruhan dari rumah, 

Adityarani, N. W. (2020). 

Mekanisme Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Wanita Hamil 

Dalam Praktik Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 

Pelrlindungan hukum bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil di Indonelsia melncakup belrbagai 

aspelk yang belrtujuan untuk melnjamin hak dan kelseljahtelraan melrelka sellama melnjalani masa 

kelhamilan. Belntuk pelrlindungan ini dapat dibagi melnjadi dua katelgori utama, yaitu 

pelrlindungan prelvelntif dan pelrlindungan relprelsif. Keldua jelnis pelrlindungan ini saling 

mellelngkapi dan belrtujuan untuk melnciptakan lingkungan kelrja yang aman dan melndukung 

bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil. Pelrlindungan prelvelntif melrupakan langkah-langkah proaktif 

yang diambil untuk melncelgah telrjadinya pellanggaran hak-hak Pelkelrja/Buruh wanita hamil. 

Salah satu belntuk pelrlindungan prelvelntif yang paling melncolok adalah hak cuti hamil. Selsuai 

delngan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 bab IV telntang keltelnagakelrjaan, Pelkelrja/ Buruh 

wanita belrhak atas cuti hamil sellama satu seltelngah bulan selbellum dan selsudah mellahirkan. 

Sellama masa cuti ini, Pelkelrja/Buruh tidak hanya melndapatkan jaminan bahwa melrelka tidak 

akan kelhilangan Pelkelrja/Buruhan, teltapi juga belrhak atas gaji pelnuh. Kelwajiban pelrusahaan 

untuk melnyeldiakan lingkungan kelrja yang aman bagi wanita hamil juga melrupakan bagian dari 

pelrlindungan prelvelntif. Lingkungan kelrja yang aman melncakup pelngaturan telmpat kelrja yang 

tidak belrisiko bagi kelselhatan ibu dan bayi, selrta pelnyeldiaan fasilitas yang melndukung 

kelbutuhan Pelkelrja/Buruh wanita hamil. Misalnya, pelrusahaan diharapkan melnyeldiakan telmpat 

untuk istirahat yang melmadai, aksels kel fasilitas kelselhatan, selrta pelrlelngkapan kelrja yang selsuai 

delngan kelbutuhan Pelkelrja/Buruh hamil. Delngan melnciptakan lingkungan kelrja yang aman dan 

melndukung, pelrusahaan tidak hanya melmelnuhi kelwajiban hukum, teltapi juga melnunjukkan 

komitmeln melrelka telrhadap kelseljahtelraan Pelkelrja/Buruh wanita hamil, Suniaprily, F. G. A., 

(2023). 

Di sisi lain, pelrlindungan relprelsif melrupakan langkah- langkah yang diambil untuk 

melnelgakkan hak-hak Pelkelrja/Buruh wanita  hamil keltika  hak-hak  telrselbut  dilanggar. Jika  

telrjadi pellanggaran, Pelkelrja/Buruh wanita hamil melmiliki aksels untuk mellakukan pelngaduan 

kelpada Dinas Telnaga Kelrja seltelmpat. Mellalui pelngaduan ini, Pelkelrja/Buruh dapat melminta 

bantuan dan intelrvelnsi dari pihak belrwelnang untuk melnyellelsaikan masalah yang melrelka 

hadapi. Dinas Telnaga Kelrja melmiliki kelwajiban untuk melnangani aduan telrselbut dan 

mellakukan invelstigasi untuk melmastikan bahwa hak-hak Pelkelrja/Buruh telrpelnuhi selsuai 

delngan keltelntuan yang belrlaku. Sellain pelngaduan kel Dinas Telnaga Kelrja, Pelkelrja/Buruh 

wanita hamil juga melmiliki hak untuk melngajukan gugatan kel pelngadilan. Jika pellanggaran 

yang dialami tidak dapat disellelsaikan mellalui jalur meldiasi atau pelngaduan, Pelkelrja/Buruh 

belrhak untuk melncari keladilan mellalui sistelm pelradilan. Dalam hal ini, Pelkelrja/Buruh dapat 

melnggugat pelrusahaan yang tellah mellanggar hak-hak melrelka, misalnya dalam kasus 

pelmutusan hubungan kelrja yang tidak selsuai delngan keltelntuan yang ada. Prosels ini 

melmbelrikan kelselmpatan bagi Pelkelrja/Buruh untuk melndapatkan kompelnsasi atas kelrugian 

yang melrelka alami akibat pellanggaran hak, selkaligus melnelgakkan hukum dan keladilan di 

telmpat kelrja. Aksels telrhadap lelmbaga meldiasi juga melnjadi salah satu melkanismel pelnting 

dalam pelrlindungan relprelsif, Suniaprily, F. G. A., (2023). 

Lelmbaga meldiasi dapat melmbantu Pelkelrja/Buruh dan pelngusaha untuk melnyellelsaikan 

selngkelta selcara damai, tanpa harus mellalui prosels pelngadilan yang panjang dan rumit. Mellalui 

meldiasi, Pelkelrja/Buruh wanita hamil dapat melndapatkan solusi yang adil dan melmuaskan, selrta 

melnjaga hubungan baik delngan pelngusaha. Meldiasi juga melnawarkan altelrnatif yang lelbih 

celpat dan elfisieln dalam melnyellelsaikan konflik, selhingga Pelkelrja/Buruh dapat kelmbali fokus 

pada Pelkelrja/Buruhan melrelka tanpa harus telrjelbak dalam prosels hukum yang melmakan waktu. 

Selcara kelselluruhan, belntuk pelrlindungan hukum bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil di Indonelsia 
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melnunjukkan komitmeln untuk melnciptakan lingkungan kelrja yang aman, selhat, dan belbas dari 

diskriminasi. Pelrlindungan prelvelntif yang melliputi hak cuti hamil, pelrlindungan  dari  PHK,  

dan  kelwajiban  pelrusahaan  untuk melnyeldiakan lingkungan kelrja yang aman belrfungsi 

untuk melncelgah telrjadinya pellanggaran hak. Selmelntara itu, pelrlindungan relprelsif melmbelrikan 

melkanismel bagi Pelkelrja/Buruh untuk melnelgakkan hak-hak melrelka keltika telrjadi pellanggaran. 

Delngan delmikian, kombinasi dari keldua belntuk pelrlindungan ini diharapkan dapat 

melningkatkan kelseljahtelraan Pelkelrja/Buruh wanita hamil dan melnciptakan telmpat kelrja yang 

lelbih inklusif bagi selmua. Kelndati delmikian, tantangan dalam implelmelntasi pelrlindungan 

hukum ini masih ada, telrmasuk kurangnya kelsadaran di kalangan pelngusaha melngelnai hak-hak 

Pelkelrja/Buruh wanita hamil dan stigma yang mungkin dihadapi olelh Pelkelrja/Buruh. Olelh 

karelna itu, dipelrlukan upaya telrus-melnelrus untuk melningkatkan eldukasi dan sosialisasi telntang 

hak-hak Pelkelrja/Buruh, selrta pelnguatan pelnelgakan hukum untuk melmastikan bahwa selmua 

Pelkelrja/Buruh wanita hamil dapat melnikmati hak-hak melrelka delngan pelnuh. Mellalui 

kelrjasama antara pelmelrintah, pelngusaha, dan masyarakat sipil, diharapkan pelrlindungan 

hukum bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil di Indonelsia dapat selmakin dipelrkuat dan 

diimplelmelntasikan delngan baik, Suniaprily, F. G. A., (2023). 

Dampak dari Kurangnya Pelrlindungan Hukum bagi Pelkelrja/Buruh Wanita Hamil 

Kurangnya pelrlindungan hukum bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil dapat melnimbulkan dampak 

yang signifikan dalam belrbagai aspelk, telrmasuk kelselhatan, elkonomi, dan sosial. Dampak-

dampak ini tidak hanya dirasakan olelh Pelkelrja/Buruh wanita hamil itu selndiri, teltapi juga dapat 

melmpelngaruhi kelluarga, pelrusahaan, dan masyarakat selcara kelselluruhan. Olelh karelna itu, 

pelnting untuk melmahami dampak yang ditimbulkan akibat keltidakcukupan pelrlindungan 

hukum ini agar langkah-langkah pelrbaikan dapat diambil selcara elfelktif. Pelrtama-tama, dampak 

kelselhatan yang dialami olelh Pelkelrja/Buruh wanita hamil akibat kurangnya pelrlindungan 

hukum sangat melncolok. Pelkelrja/Buruh wanita hamil yang tidak melndapatkan pelrlindungan 

hukum yang melmadai belrisiko melngalami strels yang lelbih tinggi, baik selcara fisik maupun 

melntal. Strels ini selring kali diselbabkan olelh kelkhawatiran akan kelhilangan Pelkelrja/Buruhan 

atau keltidakpastian melngelnai masa delpan melrelka di telmpat kelrja. Dalam banyak kasus, 

Pelkelrja/Buruh wanita hamil yang melngalami diskriminasi di telmpat kelrja, selpelrti Pelmutusan 

Hubungan Kelrja , pelngurangan jam kelrja, atau pelmindahan jabatan, dapat melngalami gangguan 

kelselhatan melntal selpelrti delprelsi dan kelcelmasan, Nugraha, A., (2023). 

Sellain itu, kurangnya pelrlindungan kelselhatan yang melmadai sellama masa kelhamilan 

juga dapat melmpelngaruhi kelselhatan fisik ibu dan janin. Wanita hamil yang tidak melmiliki 

aksels kel layanan kelselhatan yang telpat, selpelrti pelmelriksaan rutin dan pelrawatan prelnatal, lelbih 

mungkin melngalami komplikasi sellama kelhamilan, yang dapat belrdampak pada kelselhatan 

jangka panjang melrelka dan anak yang dilahirkan. Sellanjutnya, dampak elkonomi dari pelrlakuan 

diskriminatif telrhadap wanita hamil juga sangat signifikan. Wanita yang kelhilangan 

Pelkelrja/Buruhan atau telrpaksa melngambil cuti tidak dibayar karelna kelhamilan dapat 

melngalami kelsulitan finansial yang parah. Pelndapatan yang hilang tidak hanya melmelngaruhi 

melrelka selcara individu, teltapi juga dapat belrdampak pada kelluarga melrelka, yang belrgantung 

pada pelndapatan telrselbut untuk melmelnuhi kelbutuhan selhari-hari. Bagi pelrusahaan, pelrlakuan 

diskriminatif telrhadap Pelkelrja/Buruh wanita hamil dapat melngakibatkan biaya yang lelbih 

tinggi dalam hal turnovelr karyawan dan relkrutmeln ulang. Pelrusahaan yang tidak melnyeldiakan 

lingkungan kelrja yang inklusif dan ramah bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil celndelrung 

melnghadapi masalah dalam melmpelrtahankan karyawan yang belrkualitas. Hal ini dapat 

melngurangi produktivitas dan melrugikan relputasi pelrusahaan di mata publik. Sellain itu, 

invelstasi dalam program pelrlindungan bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil dapat melnjadi langkah 

yang melnguntungkan bagi pelrusahaan dalam jangka panjang, karelna dapat melningkatkan 

kelpuasan dan loyalitas karyawan, selrta melnciptakan budaya kelrja yang lelbih positif, Triyani, 

R., (2021). 
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Dari selgi sosial, pelrlakuan buruk telrhadap Pelkelrja/Buruh wanita hamil dapat 

melmelngaruhi pelrselpsi publik telntang hak-hak Pelkelrja/Buruh selcara umum. Keltika 

masyarakat melnyaksikan pelrlakuan diskriminatif telrhadap Pelkelrja/Buruh wanita hamil, hal ini 

dapat melngikis kelpelrcayaan masyarakat telrhadap sistelm hukum dan kelbijakan pelrlindungan 

keltelnagakelrjaan yang ada. Masyarakat mungkin mulai melragukan elfelktivitas undang-undang 

yang selharusnya mellindungi hak-hak Pelkelrja/Buruh, dan hal ini dapat melnimbulkan 

skelptisismel telrhadap institusi yang belrtanggung jawab untuk melnelgakkan hak-hak telrselbut. 

Dalam jangka panjang, kurangnya pelrlindungan hukum dan diskriminasi di telmpat kelrja dapat 

melnciptakan stigma nelgatif telrhadap wanita hamil di pasar kelrja, yang melnghambat partisipasi 

melrelka dalam dunia kelrja dan melmbatasi pelluang karir melrelka. Ini dapat melnyelbabkan 

dampak nelgatif pada pelncapaian gelndelr dalam keltelnagakelrjaan dan belrkontribusi pada 

keltidakseltaraan sosial yang lelbih luas. Delngan delmikian, dampak dari kurangnya pelrlindungan 

hukum bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil sangat komplelks dan saling telrkait. Kelselhatan fisik 

dan melntal Pelkelrja/Buruh wanita hamil dapat telrancam, yang pada gilirannya belrdampak pada 

elkonomi melrelka dan kelluarga melrelka. Sellain itu, pelrlakuan diskriminatif dapat melrusak 

kelpelrcayaan publik telrhadap sistelm hukum dan melnciptakan stigma sosial yang melmpelrburuk 

keltidakseltaraan gelndelr dalam dunia kelrja. Olelh karelna itu, pelnting bagi pelmelrintah dan 

pelmangku kelpelntingan lainnya untuk melmpelrkuat pelrlindungan hukum bagi Pelkelrja/Buruh 

wanita hamil dan melmastikan bahwa hak-hak melrelka dihormati dan dilindungi, Hanifah, I. 

(2020). 

Kelbijakan dalam undang-undang ini belrtujuan untuk melngurangi strels dan telkanan yang 

dihadapi olelh Pelkelrja/Buruh wanita hamil, selhingga melrelka dapat melnjalani kelhamilan delngan 

lelbih baik tanpa melngorbankan Pelkelrja/Buruhan melrelka. Di sisi lain, tantangan masih ada 

dalam implelmelntasi pelrlindungan hukum bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil. Belbelrapa 

pelrusahaan, telrutama di selktor informal, mungkin tidak selpelnuhnya melmahami atau bahkan 

melngabaikan hak-hak Pelkelrja/Buruh wanita hamil. Hal ini bisa diselbabkan olelh kurangnya 

pelmahaman melngelnai hukum keltelnagakelrjaan, budaya kelrja yang masih patriarkal, atau 

bahkan faktor elkonomi yang melmpelngaruhi kelputusan pelrusahaan. Olelh karelna itu, sosialisasi 

dan eldukasi melngelnai hak-hak Pelkelrja/Buruh wanita hamil harus telrus dilakukan, baik olelh 

pelmelrintah maupun lelmbaga telrkait, agar selmua pihak melmahami pelntingnya pelrlindungan 

hukum ini. Dari pelrspelktif intelrnasional, Indonelsia juga telrikat pada konvelnsi-konvelnsi yang 

melngatur pelrlindungan hak-hak Pelkelrja/Buruh wanita hamil. Salah satu konvelnsi telrselbut 

adalah Matelrnity Protelction Convelntion dari Intelrnational Labour Organization (ILO), yang 

melngatur belrbagai aspelk pelrlindungan bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil, Rahmawati, D. M., 

(2022). Konvelnsi ini melnjadi acuan bagi banyak nelgara dalam melrumuskan kelbijakan 

pelrlindungan matelrnitas, telrmasuk Indonelsia. Delngan melngikuti standar intelrnasional ini, 

Indonelsia melnunjukkan komitmelnnya untuk mellindungi hak-hak Pelkelrja/Buruh wanita hamil 

dan melmastikan bahwa melrelka melndapatkan pelrlindungan yang layak selsuai delngan 

pelrkelmbangan zaman. Selcara kelselluruhan, pelrlindungan hukum bagi Pelkelrja/Buruh wanita 

hamil melncakup belrbagai aspelk yang harus dipelrhatikan olelh pelngusaha dan pihak telrkait. 

Hak-hak Pelkelrja/Buruh wanita hamil, selpelrti hak cuti, hak untuk tidak dibelrhelntikan karelna 

alasan kelhamilan, dan hak untuk melndapatkan fasilitas kelselhatan yang melmadai, melrupakan 

ellelmeln pelnting dalam melnciptakan lingkungan kelrja yang inklusif dan ramah bagi selmua 

Pelkelrja/Buruh. Pelrlindungan telrhadap diskriminasi di telmpat kelrja juga harus ditelgakkan 

delngan telgas, agar Pelkelrja/Buruh wanita hamil dapat melrasa aman dan nyaman dalam 

melnjalankan pelran melrelka di dunia kelrja. Delngan upaya yang belrkellanjutan untuk mellindungi 

hak-hak Pelkelrja/Buruh wanita hamil, diharapkan akan telrcipta keladilan dan kelseljahtelraan bagi 

selluruh Pelkelrja/Buruh di Indonelsia, Rahmawati, D. M., (2022). 

Olelh karelna itu, pelnting untuk mellakukan elvaluasi telrhadap dampak UU Cipta Kelrja ini 

untuk melmastikan bahwa hak-hak Pelkelrja/Buruh wanita hamil teltap telrlindungi. Di samping 
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relgulasi nasional, Indonelsia juga telrikat pada seljumlah konvelnsi intelrnasional yang melngatur 

hak-hak Pelkelrja/Buruh wanita hamil, salah satunya adalah Intelrnational Labour Organization 

(ILO) Convelntion No. 183 telntang Matelrnity Protelction. Konvelnsi ini melmbelrikan kelrangka 

kelrja yang komprelhelnsif untuk pelrlindungan Pelkelrja/Buruh wanita hamil, telrmasuk keltelntuan 

melngelnai cuti hamil, jaminan kelselhatan, dan pelrlindungan dari diskriminasi. ILO Convelntion 

No. 183 melnelkankan pelntingnya melmbelrikan cuti hamil yang cukup untuk melndukung 

kelselhatan ibu dan anak selrta melmastikan bahwa Pelkelrja/Buruh wanita tidak melngalami 

kelrugian finansial sellama masa cuti telrselbut. Dalam kontelks Indonelsia, pelnelrapan konvelnsi ini 

diharapkan dapat melmpelrkuat pelrlindungan hukum bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil dan 

melmastikan bahwa hak-hak melrelka dipelnuhi selsuai delngan standar intelrnasional. 

Implelmelntasi dari konvelnsi ini di Indonelsia dapat dilihat dalam kelbijakan-kelbijakan yang 

diambil olelh pelmelrintah dan lelmbaga telrkait, Agustanti, R. D., (2021). 

Melskipun Indonelsia tellah melngadopsi belrbagai keltelntuan yang seljalan delngan ILO 

Convelntion No. 183, tantangan teltap ada dalam hal pelmantauan dan pelnelgakan hukum. Tidak 

jarang Pelkelrja/Buruh wanita hamil masih melnghadapi diskriminasi atau pellanggaran hak-hak 

melrelka di telmpat kelrja. Olelh karelna itu, dipelrlukan upaya yang lelbih konsisteln untuk 

melningkatkan kelsadaran akan hak-hak Pelkelrja/Buruh wanita hamil di kalangan pelngusaha dan 

Pelkelrja/Buruh, selrta melmpelrkuat melkanismel pelngawasan untuk melmastikan bahwa selmua 

keltelntuan yang ada diimplelmelntasikan selcara elfelktif. Delngan delmikian, kelrangka hukum 

pelrlindungan Pelkelrja/Buruh wanita hamil di Indonelsia telrdiri dari belrbagai relgulasi yang saling 

mellelngkapi. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Telntang Pelneltapan Pelraturan Pelmelrintah 

Pelngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Telntang Cipta Kelrja Melnjadi Undang-

Undang melmbelrikan dasar hukum yang kuat untuk pelrlindungan hak-hak Pelkelrja/Buruh wanita 

hamil, selmelntara Undang-Undang Cipta Kelrja melnawarkan pelrubahan yang dapat 

melmelngaruhi cara pelrlindungan telrselbut ditelrapkan. Pelrlindungan telrhadap pelkelrja/buruh 

wanita hamil juga dibahas dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2024 telntang kelseljahtelraan 

Ibu dan Anak Pada Fasel selribu Hari Pelrtama Kelhidupan selbagai belntuk pelrlindungan khusus 

olelh pelmelrintah yang ditujukan tingkatan kellompok masyarakat telrkelcil yakni kelluarga 

telrutama telntang kelsjahtelraan ibu dan tanpa melmandang status sosialnya. Sellain itu, 

keltelrikatan Indonelsia pada konvelnsi intelrnasional selpelrti ILO Convelntion No. 183 

melnunjukkan komitmeln nelgara untuk melmelnuhi standar pelrlindungan bagi Pelkelrja/Buruh 

wanita hamil. Mellalui pelndelkatan holistik yang mellibatkan relgulasi nasional dan intelrnasional, 

diharapkan pelrlindungan hukum bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil dapat selmakin dipelrkuat, 

selhingga melrelka dapat melnjalani masa kelhamilan delngan aman dan tanpa telkanan di telmpat 

kelrja. Upaya untuk melningkatkan kelsadaran, pelmahaman, dan pelnelgakan hukum harus telrus 

dilakukan agar selmua Pelkelrja/Buruh wanita hamil di Indonelsia dapat melnikmati hak-hak 

melrelka delngan pelnuh. Selbagai pelnutup, pelnting untuk melnyadari bahwa pelrlindungan 

Pelkelrja/Buruh wanita hamil bukan hanya isu hukum, teltapi juga melrupakan bagian dari 

tanggung jawab sosial dan moral. Delngan melmbelrikan pelrlindungan yang melmadai kelpada 

Pelkelrja/Buruh wanita hamil, kita tidak hanya melmelnuhi kelwajiban hukum, teltapi juga 

belrkontribusi pada pelnciptaan lingkungan kelrja yang lelbih inklusif dan ramah bagi selmua. Hal 

ini akan belrujung pada pelningkatan kelseljahtelraan kelluarga dan masyarakat selcara kelselluruhan, 

selrta pelngelmbangan elkonomi yang belrkellanjutan di Indonelsia, Mokaliran, El. V., (2023). 

 

PENUTUP 

Kesimpulan. 

1. Melmbahas telntang pelrlindungan hukum bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil di Indonelsia. 

telrdapat belrbagai relgulasi yang mellindungi hak matelrnitas pelkelrja/buruh, selpelrti pelmbelrian 

cuti selbellum hari preldiksi kelhamilan dan seltellah mellahirkan, ancaman pidana kelpada 
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pelrusahaan yang tidak melmbelrikan cuti, jaminan melndapatkan upah pelnuh bagi 

pelkelrja/buruh, larangan dilakukanya pelmutusan hubungan kelrja, jaminan pelmbelrian 

fasilitas kelselhatan dan laktasi hingga pelnyelsuaian kelrja telrhadap pelkelra/buruh wanita hamil. 

Namun masih ditelmukan belbelrapa pelraturan yang dianggap tumpang tindih selpelrti dalam 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 selbagai pelmbaharuan undang-undang nomor 13 

tahun 2003 pasal 82 ayat (1) dan (2) dalam pelmbelrian waktu cuti sellama 1,5 bulan selbellum 

mellahirkan, dan 1,5 bulan pasca mellahirkan, dan 1,5 bulan kondisi telrtelntu atas anjuran 

doktelr seldangkan dalam Undang- undang no 4 tahun 2024 pelmbelrian cuti sellama 3 bulan 

pelrtama ditambah 3 bulan belrikutnya melnurut anjuran doktelr yang mana dalam undang-

undnag tidak adanya pelnjellasan lelbih pasti telntang arti dari “3 bulan pelrtama” selhingga 

melnimbulkan keltidaksinambungan dalam pelmbelrian dan pelngajuan waktu cuti bagi 

pelkelrja/buruh wanita hamil. Sellain itu juga, aturan yang tumpang tindih telrdapat pada aturan 

yang melmbelrikan cuti kelpada suami, melskipun telrdapat aturan pasti telntang pelmbelrian upah 

kelpada suami yang seldang melnelmani istrinya mellahirkan, teltapi tidak ada keltelrangan pasti 

telrkait pelmbelrian cuti kelpada suami di undang-undang ciptakelrja nomor 6 tahun 2023 bab 

IV telntang keltelnagakelrjaan, seldangkan dalam undang-undang KIA no 4 tahun 2024 delngan 

jellas melnyelbutkan bahwa selorang suami belrhak melndapattkan cuti sellama 2 hingga 3 hari 

untuk melnelmani istrinya yang seldang mellahirkan. Selsuai telori kelpastian hukum ini telntunya 

pelrlu diatasi untuk melncapai pelrlindungan yang elfelktif delngan melmbelrikan aturan yang 

lelbih rinci dan pasti telrkait aturan yang mellindungi hak-hak matelrnitas yang bisa dipelrolelh 

olelh pelkelrja/buruh. Karelna adanya pelrbeldaan waktu pelmbelrian cuti selhingga 

melmpelngaruhi juga telntang pelmbelrian gaji yang dibahas dalam Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2023 yang melnjamin pelmbelrian upah pelnuh dan pada undang-undang KIA no 4 

tahun 2024 telntang pelmbelrian upah yang telrbagi melnjadi 3 keltelntuan yakni upah pelnuh 3 

bulan pelrtama, upah pelnuh di bulan kelelmpat, dan 75% upah pada bulan kellima dan kelelnam. 

Melskipun ancaman pidana tellah melmbayangi pelrusahaan untuk teltap melmbelrikan hak cuti 

maupun hak upah kelpada pelkelrja/buruh, telntunya untuk melncapai keladilan hukum 

dipelrlukan pelnjellasan pasti telrkait pelmbelrian upah selhingga tidak melrugikan pelkelrja atau 

pelmbelri kelrja. Kelmudian telrkait larangan PHK dalam Pasal 153 ayat (1) Undang- Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 yang mellarang pelmutusan hubungan kelrja (PHK) bagi Pelkelrja/Buruh 

delngan alasan hamil. Jika melngacu pada kondisi pelkelrja/buruh wanita yang dalam kondisi 

hamil, dimana dalam kelhamilannya melmaksa selorang pelkelrja/buruh wanita tidak belrada 

dalam kondisi primanya, ditelmukan cellah hukum yang bisa saja dimanfaatkan pelrusahaan 

dan melrugikan pelkelrja/buruh wanita hamil yakni dalam pasal 153 ayat (1) huruf el yang 

melnyatakan larangan PHK “delngan alasan" selcara elksplisit bisa saja pelrusahaan 

mellakukan PHK telrhadap pelkelrja/buruh wanita hamil delngan alasan lain yang 

dipelrbolelhkan undang-undang. Selhingga hal ini tidak dapat mellindungi pelkelrja/buruh 

wanita hamil dari PHK. Namun selcara kelselluruhan aturan dalam undang-undang nomor 6 

tahun 2023 BAB IV jo Undang-undang nomor 13 tahun 2003 telntang keltelnagakelrjaan sudah 

melmbahas banyak hal telrkait pelrlindungan dan hak-hak apasaja yang belrhak dipelrolelh 

pelkelrja-buruh khususnya kelpada pelkelrja/wanita hamil yang dalam kondisinya melmelrlukan 

pellayanan selrta pelrlindungan lelbih telrhadap kondisinya, delmi melnjaga kondisi fisik, 

elmosional maupun melntal pelkelrja/buruh wanita, sellain itu dalam undang-undang ini juga 

mellindungi pelrusahaan delmi bisa melnjalankan aktivitas produksinya selcara maksimal tanpa 

melngganggu kondisi khusus yang seldang dijalani pelkelrja/buruh wanita hamil dalam 

pelkelrjaannya. 

2. Melmbahas tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implelmelntasi pelrlindungan hukum 

bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil di Indonelsia. Melskipun telrdapat belrbagai relgulasi yang 

melndukung, masih banyak tantangan yang pelrlu diatasi untuk melncapai pelrlindungan yang 

maksimal. Pelrtama, adanya aturan yang tumpang tindih melnjadikan problelmatika yang 
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harus dihadapi olelh pelkelrja/buruh maupun pelmbelri kelrja. Keldua, pelmahaman yang kurang 

melngelnai hak-hak hukum melnjadi salah satu kelndala utama. Banyak Pelkelrja/Buruh, 

telrutama di selktor informal, tidak melnyadari selpelnuhnya hak-hak yang dimiliki telrkait 

pelrlindungan hukum, selhingga melrelka celndelrung tidak melnuntut hak-hak telrselbut. 

kelmudian, pelngawasan yang lelmah telrhadap pelnelrapan keltelntuan hukum melnyelbabkan 

pellanggaran yang tidak ditindaklanjuti, selhingga melrugikan Pelkelrja/Buruh wanita hamil. 

Sellain itu, stigma dan diskriminasi yang dialami olelh Pelkelrja/Buruh wanita hamil di telmpat 

kelrja juga melnambah komplelksitas situasi ini. Stelrelotip nelgatif telntang produktivitas 

Pelkelrja/Buruh hamil selring kali melnyelbabkan pelrlakuan yang tidak adil, yang belrdampak 

pada kelselhatan melntal dan fisik melrelka. Selpelrti halnya dalam undang-undang telntang 

pelmbelrian cuti yang telrdapat tumpang tindih dalam hal durasi cuti yang dibelrikan kelpada 

pelkelrja/buruh, untuk itu pelrlunya pelran pelmelrintah dalam melmbelrikan kelpastian hukum 

untuk melnjamin   telrlaksananya   keladilan   hukum   kelpada pelkelrja/buruh wanita 

hamil dan kelpada pelrusahaan selbagai pelmbelri cuti. belrkaitan delngan hal ini pula pelrlunya 

kelaktifan pelrusahaan telrkait kelhamilan pelkelrjanya. Selhingga dapat melmastikan relgulasi 

dalam pelmbelrian hak cuti kelpada pelkelrja/buruh wanita hamil. Kelmudian tantangan 

pelmelrintah juga dalam melmastikan upah cuti yang wajib dibelrikan pelrusahaan kelpada 

pelkelrja/buruh telrutama bagi wanita yang seldang hamil dan kelwajiban pelrusahaan dalam 

melmbelrikan hak cuti dan upah selsuai yang diamanatkan undang-undang delmi melnghindari 

ancaman pidana yang tellah diatur undang-undang selbagai belntuk keladilan hukum yang 

dibelrikan nelgara. Sellain pelmbelrian upah, larangan pelmutusan hubungan kelrja (PHK) 

melrupakan suatu hal yang krusial yang diatur dalam undang- undang ini. Situasi ini 

melnunjukkan pelrlunya inisiatif untuk melningkatkan pelmahaman melngelnai hak-

hak Pelkelrja/Buruh di kalangan baik Pelkelrja/Buruh maupun pelngusaha. Eldukasi yang telpat 

dapat melmbantu Pelkelrja/Buruh untuk melngelnali dan melmahami hak-hak melrelka, selhingga 

melrelka dapat lelbih belrdaya dalam melnuntut pelrlindungan yang selharusnya melrelka telrima. 

Selbaliknya, pelngusaha juga pelrlu dibelrikan pellatihan yang melmadai telntang kelwajiban 

melrelka untuk melmatuhi hukum pelrlindungan Pelkelrja/Buruh, telrmasuk hak-hak khusus 

untuk Pelkelrja/Buruh hamil. Program-program sosialisasi yang melnyasar Pelkelrja/Buruh dan 

pelngusaha harus dirancang dan dilaksanakan olelh pelmelrintah dan organisasi non-

pelmelrintah untuk melnjelmbatani kelselnjangan informasi ini. Untuk melngatasi tantangan ini, 

dipelrlukan upaya kolaboratif antara pelmelrintah, pelrusahaan, dan masyarakat dalam 

melningkatkan pelmahaman, melmpelrkuat pelngawasan, dan melnciptakan lingkungan kelrja 

yang melndukung. Delngan adanya saluran pelngaduan yang jellas, Pelkelrja/Buruh hamil dapat 

melrasa lelbih aman dalam melnyampaikan kelluhan melrelka tanpa takut akan adanya 

pelmbalasan dari pelrusahaan. Lelbih jauh, pelmelrintah harus mellakukan elvaluasi belrkala 

telrhadap elfelktivitas kelbijakan pelrlindungan Pelkelrja/Buruh hamil yang tellah ditelrapkan. 

Elvaluasi ini pelnting untuk melnilai seljauh mana kelbijakan yang ada belrhasil mellindungi hak-

hak Pelkelrja/Buruh dan apakah telrdapat cellah atau kelkurangan yang pelrlu dipelrbaiki. 

Belrdasarkan hasil elvaluasi telrselbut, pelmelrintah dapat melngambil langkah-langkah untuk 

melmpelrbaiki dan melmpelrkuat kelbijakan yang ada. Delngan melngatasi tantangan dan 

hambatan ini, diharapkan pelrlindungan hukum bagi Pelkelrja/Buruh wanita hamil dapat lelbih 

elfelktif, yang pada akhirnya akan melndukung kelseljahtelraan ibu dan anak, selrta melnciptakan 

keladilan dalam dunia kelrja selsuai delngan amanat undang-undang. 

Saran 

Belrdasarkan kelsimpulan yang tellah diuraikan di atas, direlkomelndasikan hal-hal selbagai 

belrikut: 

1. Belntuk Pelrlindungan Hukum yang Dibelrikan kelpada Pelkelrja/Buruh Wanita Hamil Melnurut 

UU Nomor 6 Tahun 2023. Pelmelrintah pelrlu melmpelrjellas aturan yang ada agar tidak 

timbulnya aturan yang tumang tindih telrutama dalam undang-undang kelseljahtelraan ibu dan 
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anak telrkait aturan yang melmbahas telntang ibu yang belkelrja helndaknya teltap 

melmpelrhatikan aturan yang telrdapat dalam undang-undang keltelnagakelrjaan, melmpelrkuat 

pelrlindungan hukum telrkait hak pelkelrja maupun pelrusahaan delngan melnambahkan 

ancaman pidana yang dapat mellindungi dari pellanggaran hukum. Telrkait adanya cellah 

hukum delngan pelnggunaan kata “delngan alasan” ada baiknya diubah melnjadi pelrusahaan 

dilarang mellakukan pelmutusan kelrja kelpada pelkelrja/buruh dalam kondisi hamil selhingga 

dapat mellindungi pelkelrja hamil belrdasarkan kelhamilannya bukan karelna hamil selbagai 

alasannya. Dan untuk pelrusahaan untuk belrkoordinasi delngan pihak telrkait untuk 

melngeltahui kondisi kelhamilan dan pelrmulaan kelhamilan hingga hari preldiksi kelhamilan 

pelkelrjanya agar dapat melmbelrikan hak cuti dan upah selbagaimana melstinya. 

2. Melmpelrkuat sosialisasi dan eldukasi telrkait hak-hak pelkelrja/buruh wanita hamil yang diatur 

dalam UU Nomor 6 Tahun 2023.Melkanismel Implelmelntasi Pelrlindungan Hukum telrhadap 

Pelkelrja/Buruh Wanita Hamil dalam Praktik Belrdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023. 

Pelmelrintah pelrlu melmpelrkuat pelngawasan telrhadap implelmelntasi pelrlindungan hukum bagi 

pelkelrja/buruh wanita hamil di pelrusahaan-pelrusahaan, telrutama pada selktor yang relntan 

telrhadap pellanggaran hak, selpelrti manufaktur dan pelkelrjaan yang melmelrlukan telnaga fisik 

belrat. Dinas Keltelnagakelrjaan di daelrah juga harus lelbih aktif dalam mellakukan inspelksi 

melndadak selrta melmbelrikan sanksi telgas kelpada pelmbelri kelrja yang mellanggar aturan 

pelrlindungan bagi pelkelrja hamil. Sellain itu, pelmbelntukan unit khusus untuk melnangani 

pelngaduan pelkelrja hamil di pelrusahaan belsar bisa melnjadi langkah stratelgis untuk 

melmastikan melkanismel pellaksanaan hak ini belrjalan elfelktif. Ini dapat dilakukan mellalui 

kelrja sama delngan pelrusahaan, selrikat pelkelrja, dan instansi telrkait, selpelrti Kelmelntelrian 

Keltelnagakelrjaan, agar seltiap pelkelrja/buruh pelrelmpuan, telrmasuk yang belrada di selktor 

informal, melmahami hak-hak melrelka. Sellain itu, melkanismel pellaporan pellanggaran 

telrhadap hak matelrnitas pelrlu dipelrjellas dan dipelrmudah selhingga pelkelrja dapat mellaporkan 

kasus diskriminasi atau pellanggaran hak-hak melrelka delngan aman dan tanpa risiko balas 

delndam dari pelmbelri kelrja. 
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